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ABSTRAK 

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, SERTA 

TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP 

PENERIMAAN PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

OLEH: 

 

AYU ANJANI 

NIM 12070320709 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, 

penagihan pajak, serta tunggakan pajak bumi dan bangunan terhadap 

penerimaan pajak. populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pajak yang 

terdaftar di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Teknik 

pengambilan sampel metode sensus/sampling total. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara menyebarkan angkat ataupun kuesioner. Analisis data yang 

digunakan adalah SEM (Struktural Equation Modeling). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak, (2) penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, (3) 

tunggakan pajak bumi dan bangunan tidak berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak. Untuk nilai R
2 

menunjukkan kontribusi seluruh variabel eksogen dalam 

menjelaskan variabel endogen sebesar 37,8% selebihnya 62,2% dijelaskan oleh 

variabel lain. 

 

Kata Kunci: Pemeriksaan pajak, Penagihan Pajak, Tunggakan Pajak Bumi 

dan Bangunan, Penerimaan Pajak 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF THE INSPECTION TAXES, TAX COLLECTION, AND 

ARREARS OF LAND AND BUILDING TAXES ON TAX REVENUES AT 

THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF KARIMUN REGENCY, RIAU 

ISLANDS PROVINCE 

 

BY:  

AYU ANJANI 

NIM 12070320709 

 

This research aims to determine the effect of tax audits, tax collection, and land 

and building tax arrears on tax revenues. The population in this study were tax 

employees registered at the Karimun Regency Regional Revenue Agency office. 

The sampling technique is the census/total sampling method. Data collection was 

carried out by distributing questionnaires or questionnaires. The data analysis 

used is SEM (Structural Equation Modeling). The research results show that: (1) 

tax audits have an effect on tax revenues, (2) tax collection has an effect on tax 

revenues, (3) land and building tax arrears have no effect on tax revenues. The R2 

value shows the contribution of all exogenous variables in explaining endogenous 

variables of 37.8%, the remaining 62.2% is explained by other variables. 

 

 

Keywords: Tax audit, Tax Collection, Land and Building Tax Arrears, Tax 

Revenue 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki 

landasan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Ketaatan dan kedisiplinan merupakan kunci pendorong kemajuan negara 

Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang 

yang sedang gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor 

(Arisandy, 2021). Apabila masyarakat maju dan berpendidikan maka akan 

berdampak pada negara (Rimet et al., 2021). Mengingat potensi ekonomi 

matirim yang sangat besar dan sumber daya alam yang melimpah yang 

dimiliki negara tersebut, maka pada dasarnya potensi penerimaan negara 

Indonesia yang dapat diandalkan salah satunya yaitu berasal dari sektor 

perpajakan dan pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan penerimaan 

dalam negeri.  

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan 

dalam rangka pembangunan negara dengan mencari dana yang berasal dari 

dalam negeri (Rizki Indrawan, 2021). Salah satu kewenangan yang 

diberikan kepada pemerintah daerah adalah pengurusan Pajak Bumi dan 

Bangunan (TAFAE et al., 2024). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga 

merupakan komponen penting yang mendukunng dan berprngaruh 

signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan (Lona et al., 2024). 

Pemerintah memberikan pajak terhadap para wajib pajak yang bertujuan 
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untuk pembangunan nasional dan menyeimbangkan pengeluaran negara 

dengan pendapatan negara (Fardhan Ikhsan & Sonia Sischa EP, 2022). 

Sehingga pajak dikatakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara 

yang harus dipacu agar penerimaan negara dalam anggaran pendapatan 

dan belanja negara terus meningkat (Mohammad et al., 2017) 

Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam sumber penerimaan 

negara yang memiliki peran penting terhadap pembangunan dan 

pembiayaan negara (Andriani & Mukhlis, 2024) Pajak merupakan 

instrumen fiskal utama yang menjadi pendorong roda pertumbuhan 

perekonomian indonesia. Selain itu, pajak telah menjadi salah satu sumber 

pendapatan utama negara setelah pendapatan dari sektor minyak dan gas 

(migas). Pemungutan pajak bersifat memaksa dan wajib dilakukan oleh 

seluruh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Kemudian pajak yang dipungut tersebut selanjutnya akan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran yang dibutuhkan pemerintah guna meningkatkan 

pembangunan nasional dan mensejahterakan warga negaranya. (Lestari et 

al., 2021).  

Perilaku dalam professi Akuntansi sangat penting menggunakan 

pertimbangan etis karena kepercayaan dan nilai perilaku individu terkait 

dengan penilaian juga dapat menentukan kualitas dan mutu individu (Yetti, 

et al., 2022). Profesi akuntan pajak di Indonesia saat ini semakin 

berkembang dan dibutuhkan, dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA) maka persaingan professi khususnya pada konsultan pajak semakin 
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tinggi (Henry & Triandani, 2020). Dalam prinsip etika Akuntansi, skandal 

yang bertentangan dengan kode etik merupakan masalah besar (Novius, 

Lusiawati, 2023). Motivasi juga menjadi salah satu faktor semangat 

pencapaian target dan keinginan seseorang untuk menggapai tujuan baik 

secara pribadi maupun berkelompok (Putri et al., 2022). Akuntansi di 

dalam Islam juga mewajibkan manusia agar selalu melakukan pencatatan 

dalam kegiatan transaksi (Syafei, 2015).  

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak pada periode Januari-Mei 

mencapai 17,7%. Angka ini melandai dari periode yang sama sebelumnya 

yakni 53,5%. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak Mei 2023, 

mencapai Rp 830,29 triliun atau tumbuh 16,40%. Dari penerimaan tersebut 

tercatat Rp 486,94 triliun atau 55,74% dari target. Selanjutnya, PPN & 

PPnBM mencapai Rp 300,64 triliun atau tumbuh 21,31% dan PBB & 

pajak tembus Rp 5,78 triliun atau melesat 77,24%. Terakhir, PPh migas 

tercatat sebesar Rp 36,94 triliun atau tumbuh tipis 2,48% 

(cnbcindonesia.com). Melemahnya aktivitas ekonomi berimbas pada 

rendahnya penerimaan pajak. disisi lain kepatuhan membayar pajak 

menurun akibat kurangnya kesadaran dalam membayar pajak. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi 

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 
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dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. 

Sistem pemungutan pajak yang digunakan negara kita yaitu self 

assessment system. Dalam sistem ini, semua wajib pajak diberikan 

kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Dengan demikian, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk 

menghitung secara aktif, membayar, melaporkan kewajiban perpajakannya 

secara jujur dan akurat kepada Kantor Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA). Dalam self assessment system, fiskus memiliki peran 

penting dalam memberikan pembinaan, pengawasan, dan penerapan sanksi 

perpajakan. Meskipun wajib pajak memiliki tanggung jawab utama dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya, tetapi dapat memungkinkan 

terjadinya kasus dimana wajib pajak melakukan kelalaian atau kesengajaan 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  

Oleh karena itu, peran aktif dan tanggung jawab fiskus ini sangat 

penting untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Fiskus bertanggung jawab memberikan 

bimbingan dan edukasi terkait peraturan perpajakan, serta menerapkan 

sanksi jika ditemukan pelanggaran. Dengan adanya peran aktif dari fiskus 

tersebut, diharapkan adanya potensi wajib pajak yang tidak memenuhi 

kewajiban perpajakannya dapat diminimalisir, sehingga sistem perpajakan 

dapat berjalan secara efektif dan adil. 
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Kabupaten Karimun merupakan daerah yang terletak di Provinsi 

Kepulauan Riau, dikenal sebagai “Bumi Berazam”. Kabupaten ini 

memiliki potensi yang menarik dan dapat menjadi daya tarik bagi para 

investor untuk menanamkan investasi, yang pada gilirannya akan 

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Potensi yang dimiliki 

oleh Kabupaten Karimun meliputi sumber daya dan kekayaan alam, seperti 

pertanian, perikanan, pariwisata dan industri. Selain itu, lokasi daerah yang 

strategis serta dekat juga dengan jalur perdagangan internasional juga 

menjadi keunggulan tersendiri bagi daerah tersebut. Dengan potensi yang 

dimilikinya, Kabupaten Karimun menawarkan peluang bagi para investor 

untuk berkontribusi dalam pengembangan sektor-sektor tersebut, 

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian daerah, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penerimaan pendapatan 

asli daerah Kabupaten Karimun di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Karimun dapat dilihat dalam Lampiran 1 dan dirangkum pada Tabel 1.1 

berikut: 

Tabel 1.1 

Jenis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun 

Jenis 

Pajak 

Daerah 

Tahun 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Pajak 

Hotel 
7.621.078.195 3.057.111.761 1.670.916.861 3.801.760.791 7.496.366.089 

Pajak 

Restoran 
5.642.148.204 4.449.327.415 5.122.079.308 6.197.774.342 7.547.908.683 

Pajak 

Hiburan 
2.047.538.665 928.867.403 682.631.619 1.292.379.805 1.624.665.752 
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Jenis 

Pajak 

Daerah 

Tahun 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Pajak 

Reklame  
1.683.616.292 1.219.097.165 1.377.663.213 1.490.258.640 1.375.918.282 

Pajak 

Penerangan 

Jalan 

Umum 

15.943.546.026 16.182.163.308 16.249.008.480 17.134.728.523 18.251.519.618 

Pajak Air 

Tanah 
84.416.780 74.094.235 66.560.498 69.715.216 87.625.014 

Pajak 

Sarang 

Burung 

Walet 

37.600.000 41.008.000 35.256.000 40.992.000 40.016.000 

Pajak 

Mineral 

Bukan 

Logam dan 

Batuan  

225.327.887.182 158.832.568.165 255.774.671.221 236.805.434.168 250.336.125.000 

Bea 

Perolehan 

Hak Atas 

Tanah & 

Bangunan  

7.387.670.667 10.954.865.460 15.477.260.472 19.572.387.772 9.901.390.178 

Pajak 

Bumi dan 

Bangunan 

10.690.918.190 8.487.992.945 8.227.654.527 10.085.656.601 18.048.942 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun (2023) 

Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diterima oleh 

pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat (Hairul Anam, 2018). 

Penerimaan pajak telah mengalami peningkatan dari tahun ketahun, yang 

dalam hal ini dapat di atribusikan kepada peran pemerintah yang telah 

melakukan perbaikan pada sistem perpajakan nasional. Menurut kutipan 

(karimuntoday.com) pada tahun 2023 penerimaan dari sektor pajak 

menumbuhkan target yang hampir realistis sebesar Rp. 2021,2 Triliun dari 

target yang telah ditetapkan. Hal tersebut tentu didukung dengan adanya 

perbaikan sistem perekonomian Namun, dalam hal ini masih juga 
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terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak stabil. 

Ketidakstabilan penerimaan pajak menyebabkan rendahnya bagi hasil 

pajak, dan dampak negatif ini lebih besar terjadi di negara-negara kurang 

maju dibandingkan dengan negara-negara yang relatif maju (Gnangnon, 

2022). Selain itu, kurang efektifnya pelaksanaan pemeriksaan pajak 

sehingga peluang meningkatnya pengemplang pajak semakin besar 

(Fithria Marta, 2017). 

 Pemeriksaan pajak adalah serangkaian menghimpun dan mengolah 

data keterangan atau bukti secara objektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar peimeiriksaan untuk tujuan lain dalam meilaksanakan 

keiteintuan peirundang-undangan (Mardiasmo, 2019:65). Peimeiriksaan dapat 

dilakukan untuk tahun-tahun yang lalu misalnya, peimeiriksaan teirhadap 

laporan pajak dari tahun seibeilumnya atau untuk tahun yang seidang 

beirjalan misalnya, peimeiriksaan teirhadap SPT yang diajukan untuk tahun 

pajak yang seidang beirjalan.  

Seilama peimeiriksaan, fiskus akan meilakukan peingeiceikan teirhadap 

keipatuhan wajib pajak, teirhadap peiraturan peirpajakan, akurasi peilaporan 

pajak, seirta keiabsahan dan keicukupan bukti-bukti yang meindukung 

peilaporan teirseibut deingan tujuan untuk meimastikan bahwa wajib pajak 

teilah meimeinuhi keiwajibannya seicara beinar seisuai deingan peiraturan 

peirpajakan yang beirlaku. Seihingga seimakin tinggi tingkat peimeiriksaan 

pajak maka akan meiningkatkan peineirimaan pajak (Nafisa Ischabita, 

Hardiwinoto, 2022). 
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Faktor seilanjutnya, disamping peimeiriksaan pajak, peinagihan pajak 

yang aktif juga meirupakan strateigi yang peinting dalam meincapai 

peincapaian targeit pajak dan meimastikan kontribusi yang optimal dari 

wajib pajak. Meinurut (Mardiasmo, 2019:149) peinagihan pajak adalah 

seirangkaian tindakan agar peinanggung pajak meilunasi utang pajak dan 

biaya peinagihan pajak deingan meingatur atau meimpeiringatkan, 

meilaksanakan peinagihan seikeitika dan seikaligus, meimbeiritahukan surat 

paksa, meingusulkan peinceigahan, meilaksanakan peinyitaan, meilaksanakan 

peinyandeiraan, meinjual barang yang teilah disita.  

Peinagihan pajak dilaksanakan teirhadap tunggakan pajak yang 

beilum dipeinuhi oleih wajib pajak. peirkeimbangan jumlah tunggakan pajak 

seicara nasional dari waktu keiwaktu meinunjukkan jumlah yang seimakin 

beisar. Peiningkatan jumlah ini diimbangi deingan keigiatan peimeinuhannya. 

Peinagihan pajak ini meimbeirikan kontribusi yang positif teirhadap 

peiningkatan peineirimaan pajak. Seihingga, seimakin tinggi tingkat 

peinagihan pajak seimakin tinggi tingkat peineirimaan pajak  (Mohammad et 

al., 2017). 

Di dalam weiweinang yang dibeirikan keipada Peimeirintah daeirah 

salah satunya adalah peingeilolaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Peilaksanaan dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didasarkan pada 

Undang-Undang No 12 Tahun 1994. Dalam feinomeina yang ada, 

peirmasalahan-peirmasalahan yang dihadapi peimeirintah dalam peingeilolaan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah masih banyaknya tunggakan. 
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Seihingga, sulitnya meincapai reialisasi yang ada kareina teirlalu banyaknya 

tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang beilum teirbayarkan. 

Tunggakan pajak tahun 2023 teircatat seinilai Rp. 7,2 triliun beilum teirtagih 

seirta piutang pajak seinilai Rp. 808,18 miliar kadaluarsa (koran.teimpo.co). 

Beirdasarkan data dari Badan Peindapatan Daeirah Kabupatein 

Karimun tunggakan atau piutang pajak bumi dan bangunan peirdeisaan dan 

peirkotaan tahun 2020 teirhitung dari tahun 2003-2019 deingan jumlah 

seibeisar Rp. 24.701.058.326. Untuk tahun 2021 teirhitung dari tahun 2003-

2020 deingan jumlah seibeisar Rp. 27.144.283.807. Seidangkan untuk tahun 

2022 teirhitung dari tahun 2003-2021 deingan jumlah seibeisar Rp. 

27.368.212.888. Dapat dilihat piutang atau tunggakan pajak bumi dan 

bangunan meingalami peiningkatan di tahun 2022. Dalam hal ini 

peimbayaran pajak dapat dikatakan beilum maksimal, kareina diseibabkan 

wajib pajak sulit diteimukan dan tidak meimbayarkan pajak seicara teipat 

waktu. 

Gambar Grafik 1.1 

Piutang/Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan 

 

 

 

 

Sumbeir: (Data olahan peinei   liti 2023)  
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Tunggakan pajak meirupakan pajak yang masih harus dibayar. 

Keitika wajib pajak tidak meimbayar pajak seicara teipat waktu, maka 

jumlah peineirimaan akan beirkurang. Untuk itu, peimeirintah akan 

meilakukan peineirtiban guna meiningkatkan peineirimaan neigara deingan 

cara meingambil langkah-langkah untuk meimastikan wajib pajak 

meimbayar utangnya deingan meimbeirikan peiringatan ataupun hukuman. 

Maka dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab wajib pajak 

dalam meimbayar pajak dikatakan masuh kurang, walaupun seibeinarnya 

wajib pajak teirseibut meingeitahui keiteintuan-keiteintuan dalam peimbayaran 

pajak (Gunawan et al., 2017). 

Peineilitian ini meingacu pada peineilitian yang peineilitian yang 

dilakukan oleih (Mohammad et al., 2017)  meingeinai peingaruh 

peimeiriksaan dan peinagihan pajak teirhadap peineirimaan pajak pada KPP 

Manado. Hasil peineilitiannya meinunjukkan bahwa “variabeil peimeiriksaan 

pajak dan peinagihan pajak beirpeingaruh teirhadap peineirimaan pajak di 

KPP Manado”. Penelitian yang dilakukan oleh (Rizki Indrawan, 2021) 

dengan judul “Effect of Tax Audit and Tax Collection on Tax Revenue 

(Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan 

Pajak)”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak.  

Peineilitian yang dilakukan oleih (Masril, 2021) deingan judul 

”peingaruh keiwajiban keipeimilikan NPWP, peimeiriksaan pajak, dan 

peinagihan pajak teirhadap peineirimaan pajak pada Kantor Peilayanan Pajak 
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Pratama Bangkinang” meinyimpulkan bahwa peinagihan pajak seicara 

parsial beirpeingaruh teirhadap peineirimaan pajak pada Kantor Peilayanan 

Pajak Pratama Bangkinang. Seilanjutnya peineilitian yang dilakukan (Zahra 

et al., 2022) deingan judul “peingaruh sosialisasi peirpajakan, eifeiktivitas 

peimungutan dan kontribusi, seirta tunggakan pajak bumi dan bangunan 

teirhadap peineirimaan peindapatan pajak daeirah”. Hasil peineilitiannya 

meinunjukkan tunggakan pajak beipeingaruh teirhadap peineirimaan 

peindapatan pajak daeirah. 

Peineilitian ini adalah suatu beintuk reiplikasi dari peineilitian 

seibeilumnya yakni (Mohammad et al., 2017) deingan meinggabungkan 

beirbagai variabeil yang peirnah digunakan oleih para peineiliti teirdahulu. 

Variabeil teirseibut antara lain yaitu peimeiriksaan pajak, peinagihan pajak 

seirta tunggakan pajak bumi dan bangunan seibagai variabeil indeipeindein 

teirhadap peineirimaan pajak seibagai variabeil deipeindein. Adapun peirbeidaan 

peineilitian ini deingan peineilitian seibeilumnya yaitu teirleitak pada lokasi dan 

peiriodei peineilitian. Pada peineilitian seibeilumnya yang dilakukan oleih 

(Nugraha, 2020)  lokasi teirleitak di KPP Meidan Kota pada tahun 2009-

2011. Seidangkan dipeineilitian ini meimakai lokasi dan tahun yang beirbeida 

yaitu di Badan Peindapatan Daeirah Kabupatein Karimun tahun 2020-2022.  

Beirdasarkan kondisi yang teilah dipaparkan, peinulis teirtarik ingin 

meingeitahui apakah peimeiriksaan pajak, peinagihan pajak seirta tunggakan 

PBB beirpeingaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Badan 

Peindapatan Daeirah Kabupatein Karimun. Maka peinulis ingin meilakukan 
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peineilitian deingan judul “Peingaruh Peimeiriksaan Pajak, Peinagihan 

Pajak, seirta Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Teirhadap 

Peineirimaan Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Karimun”.  

1.2 Batasan Masalah  

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian 

ini, maka diperlukan adanya batasan masalah. Adapun penelitian yang 

difokuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini hanya berfokus mengenai informasi perpajakan. 

2. Informasi yang disajikan hanya berfokus mengenai pengaruh 

pemeriksaan pajak, penagihan pajak, tunggakan pajak bumi dan 

banguna terhadap penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Karimun. 

1.3 Rumusan Masalah 

Beirdasarkan uraian latar beilakang yang teilah dipaparkan di atas, 

peinulis beirkeisimpulan bahwa terdapat beibeirapa rumusan masalah yang 

akan di teiliti yaitu: 

1. Apakah peimeiriksaan pajak beirpeingaruh teirhadap peineirimaan pajak di 

kantor badan peindapatan daeirah kabupatein karimun? 

2. Apakah peinagihan pajak beirpeingaruh teirhadap peineirimaan pajak di 

kantor badan peindapatan daeirah kabupatein karimun? 
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3. Apakah tunggakan pajak bumi dan bangunan beirpeingaruh teirhadap 

peineirimaan pajak daeirah di kantor badan peindapatan daeirah 

kabupatein karimun? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Terdapat beberapa tujuan peineilitian dari peineilitian ini yaitu seibagai 

beirikut: 

1. Untuk meinguji peingaruh peimeiriksaan pajak teirhadap peineirimaan 

pajak di Kantor Badan Peindapatan Daeirah Kabupatein Karimun. 

2. Untuk meinguji peingaruh peinagihan pajak teirhadap peineirimaan pajak 

di Kantor Badan Peindapatan Daeirah Kabupatein Karimun. 

3. Untuk meinguji peingaruh tunggakan pajak bumi dan bangunan 

teirhadap peineirimaan pajak di Kantor Badan Peindapatan Daeirah 

Kabupatein Karimun. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Beirdasarkan tujuan peineilitian yang teilah diseibutkan, maka manfaat 

dari peineilitian ini adalah: 

1. Manfaat akadeimik, diharapkan hasil peineilitian ini dapat beirmanfaat 

dalam peigeimbangan peingeitahuan ilmu peingeitahuan dan seibagai 

bahan liteiratur peingeimbangan dalam meingkaji masalah peirpajakan. 

2. Manfaat bagi peineiliti, seibagai bahan peinambahan wawasan dalam 

bidang peingeimbangan peineilitian dan peineirapan teiori pada proseis 

peimbeilajaran. 
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3. Manfaat bagi pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun 

dapat memberikan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Karimun mengenai pemeriksaan pajak, penagihan pajak, 

serta tunggakan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan 

penerimaan pajak yang maksimal, sehingga badan pendapatan daerah 

kabupaten karimun dapat mengambil keputusan yang baik 

kedepannya agar tercapainya target realisasi penerimaan pajak pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk meimbeirikan gambaran seicara meinyeiluruh, dan agar 

meimudahkan peineiliti dalam meinyeileisaikan uraian ini disisteimatika kan 

dalam bab-bab teirteintu yang diantara bab satu deingan bab lainnya 

meimpunyai keiteirkaitan, maka dari bab-bab dibagi dalam sub-sub bab. 

Maka peineiliti meimbuat sisteimatika peinulisan seibagai beirikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

  Dalam hal ini menguraikan tentang teori-teori yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini sehingga dapat 

mengemukakan hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

   Dalam bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, 

spesifikasi penelitian, metodei penentuan sampel, metodei 

pengumpulan data, metodei analisis data, lokasi penelitian 

dan waktu penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi tentang analisis penulis dan evaluasi 

permasalahan yang ditemukan dengan menggunakan uji 

statistik. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang 

telah diuraikan diatas, keterbatasan, dan penyampaian 

saran kepada pihak yang berkepentingan. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Teori Keadilan 

Meinurut (Beirry & Hounson, 1993) keiadilan meinyatakan makhluk 

sosial yang teidapat peimikiran, keipeikaan rasa dan pandangan yang 

meimpeingaruhi peikeirjaan meireika. Keiadilan meinjadi faktor utama dalam 

peirpajakan. Teiori keiadilan beirpeiran seibagai teiori yang meingobseirvasi 

suatu sisteim pajak seibuah neigara sudah beirjalan seisuai hukum atu tidak 

seirta sudah meimeinuhi standar adil atau tidak. Keiadilan akan meinjadi 

dasar wajib pajak dalam meimeinuhi keiwajiban peirpajakannya. 

(Rahmawati & Handayani, 2023). 

Teiori keiadilan reileivan meinjeilaskan teintang peineirimaan pajak, 

peimeiriksaan pajak, peinagihan pajak, seirta tunggakan pajak bumi dan 

bangunan yang akan meiningkatkan peineiriman pajak. Bagi wajib pajak 

juga meimpeiroleih keiadilan yang seisuai dalam peingeinaan peirhitungan 

pajak, baik dari seigi tarif, seigi peilayanan, dan seigi cara peimungutan, seirta 

dalam imlpeimeintasi undang-undang peirpajakan. Seihingga bagi wajib 

pajak beirhak untuk meimpeiroleih fasilitas dan manfaaat peilayan pajak 

neigara seisuai keiteintuan seibagai beintuk wujud dari kontribusi wajib pajak 

dalam peimeinuhan keiwajiban dalam peirpajakan. Meinurut (Rahmawati & 

Handayani, 2023) meingatakan bahwa seimakin banyak wajib pajak yang 

meimiliki keiseimpatan untuk dilakukan peimeiriksaan pajak, maka 

peineirimaan pajak akan seimakin meiningkat. 



 
 

17 
 

2.2  Teori Atribusi (Atribution Theory) 

Teiori ini diceituskan oleih (Heiideir, 1958) seiorang psikolog yang 

beirasal dari Jeirman. Meinurut (Putri, Kadek Juniati, 2017) teiori atribusi 

meindeiskripsikan proseis bagaimana seiseiorang meinginteirpreitasikan suatu 

peiristiwa, alasan, dan seibab peirilaku. Teiori atribusi beirfokus pada 

peirilaku seiseiorang diteintukan oleih kombinasi asntara keikuatan inteirnal 

(Inteirnnal Forceis) yaitu faktor-faktor yang beirasal dari dalam diri 

seiseioarang misalnya keimampuan, peineigeitahuan atau usaha, dan 

keikauatan eiksteirnal (EIxteirnal Forceis) yaitu faktor- faktor yang beirasal 

dari luar misalnya keisulitan dalam peikeirjaan atau keibeiruntungan, 

keiseimpatan dan lingkungan.  

Teiori atribusi seicara formal dideifinisikan seibagai salah satu upaya 

untuk meincari tahu faktor peindorong se iseiorang dalam beirpeirilaku dan 

beibeirapa diantaranya meilakukan untuk meingeitahui faktor peindorong 

peirilaku kita seindiri. (Said & Aslindah, 2018). Beirdasarkan teiori atribusi 

apabila seiseiorang meilakukan peingamatan teirhadap peirilaku orang lain 

maka meireika ingin meingeitahui apakah hal teirseibut dipeingaruhi oleih 

faktor inteirnal atau eiksteirnal. Peirilaku yang dipeingaruhi oleih faktor 

inteirnal adalah peirilaku yang diseibabkan kareina keindali   individu itu 

seindiri. Beirbeida deingan peirilaku yang dipeingaruhi oleih faktor eiksteirnal 

yaitu peirilaku yang diseibabkan kareina peingaruh dari luar, hal ini beirarti 

bahwa individu beirpeirilaku kareina teirpaksa akan seibuah situasi atau 

keiadaan teirteintu yang meimbeirikan peingaruh teirhadap peirilaku individu 

(Nafisa Ischabita, Hardiwinoto, 2022). 
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2.3  Pengertian Pajak  

Pajak adalah Pajak adalah sumbeir dana teirbeisar yang diteirima 

neigara untuk meimbiayai peingeiluaran neigara seirta meiwujudkan keibijakan 

sosial dan eikonomi. Oleih kareina itu, peimeirintah harus meilakukan upaya 

yang optimal agar peindapatan neigara atas seiktor pajak dapat teircapai 

deingan maksimal (Abduh et al., 2022). Meinurut (Marihot P Siahaan, 

2016:7) pajak adalah pungutan dari masyarakat oleih neigara (peimeirintah) 

beirdasarkan undang-undang yang beirsifat dapat dipaksakan dan teirutang 

oleih yang wajib meimbayarnya deingan tidak dapat preistasi keimbali (balas 

jasa) seicara langsung, yang hasilnya digunakan untuk meimbiayai 

peingeiluaran neigara dalam peinyeileinggaraan peimeirintah dan 

peimbangunan. Seidangkan meinurut (Lobinsen & L. Tobing, 2019) pajak 

meirupakan salah satu sumbeir peineirimaan neigara yang sangat peinting dan 

beirsifat strateigis kareina meimpunyai peingaruh yang beisar teirhadap 

peimbangunan nasional. 

Dapat ditinjau dari seigi leimbaga peimungutannya, pajak dibeidakan 

meinjadi dua yakni pajak pusat dan pajak daeirah. Pajak pusat adalah pajak 

yang diteitapkan oleih peimeirintah pusat meilalui peirundang-undangan yang 

weiweinang peimungutannya ada pada peimeirintah pusat dan hasilnya 

digunakan untuk meimbiayai peingeiluaran peimeirintah pusat dan 

peimbangunan (Marihot P Siahaan,2016:9). Seidangkan pajak daeirah yaitu 

iuran wajib yang dilakukan oleih daeirah keipada orang pribadi atau badan 

tanpa imbalan langsung yang seiimbang, yang dapat dipaksakan 

beirdasarkan peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku, yang digunakan 
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untuk meimbiayai peinyeileinggaraan peimeirintah daeirah dan peimbangunan 

daeirah (Marihot P Siahaan,2016:9). 

Meinurut Prof. Dr. Rochmat Soeimitro, S. H yang dimuat dalam buku 

peirpajakan EIdisi 2019 oleih mardiasmo (2019:3) “pajak adalah iuran 

rakyat keipada kas neigara beirrdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) deingan tiada meindapat jasa timbal (kontrapreistasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk meimbayar 

peingeiluaran umum. 

Beirdasarkan peingeirtian di atas, dapat ditarik keisimpulan meingeinai 

ciri-ciri yang teirmasuk dalam peingeirtian pajak, yaitu: 

1. Sumbangan masyarakat keipada neigara yaitu neigara yang beirhak 

meimungut pajak, sumbangan teirseibut beirbeintuk uang (bukan 

barang). 

2. Beirdasarkan undang-undang, yaitu pajak dipungut beirdasarkan atau 

deingan keikuatan hukum dan peiraturan peilaksanaannya. 

3. Tanpa adanya jasa timbal balik atau counteir peirformancei dari neigara 

yang dapat ditunjuk langsung dalam meimbayar pajak. 

4. Digunakan untuk meimbiayai rumah tangga neigara, yaitu peingeiluaran 

yang beirmanfaat bagi masyarakat luas. 

Beirdasarkan dari peingeirtian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak 

harus dibayar meinurut syarat-syarat yang beirlaku deingan meimbeirikan 

weiweinang untuk peimaksaan tanpa adanya imbalan khusus atau 

kontrapreistasi yang diteirima langsung oleih peimbayar pajak. Pajak 
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digunakan untuk meindukung peinuh aksi peimeirintah dalam meiningkatkan 

keiseijahteiraan masyarakat luas dan meinyeiluruh.  

2.4  Wajib Pajak 

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meiliputi peimbayaran 

pajak, peimotong pajak, dan peimungut pajak yang meimpunyai hak dan 

keiwajiban peirpajakan seisuai seisuai deingan keiteintuan peiraturan 

peirundang-undangan peirpajakan (Mardiasmo,2019:29). Wajib pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang yang meinurut peiraturan peirundang-

undangan peirpajakan daeirah diwajibkan untuk meilakukan peimbayaaran 

pajak yang teirutang, teirmasuk peimungut atau peimotong pajak teirteintu 

(Marihot P Siahaan, 2016:80). Deingan deimikian, oang pribadi maupun 

badan yang meimeinuhi peirsyaratan obyeiktif yang teilah diteitapkan didalam 

peiraturan peirpajakan daeirah meinjadi keina pajak.   

2.5 Jenis-Jenis Wajib Pajak 

2.5.1  Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)  

Wajib pajak orang pribadi seiringkali diseibut WPOP. Seilanjutnya, 

beirdasarkan status para wajib pajak dibeidakan meinjadi beibeirapa kateigori 

yakni: 

1. WP orang pribadi yang hidup beirpisah, yaitu pasangan suami/istri 

yang tidak tinggal beirsama maka dikeinakan pajak seicara teirpisah.  

2. WP orang pribadi yang pisah harta, yaitu suami/istri yang hartanya 

teirpisah yang meinyatakan meireika teilah meimbagi seigalanya, maka 

meireika dapat meimbayar pajak seicara teirpisah.  
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3. WP orang pribadi yang meimilih meimbayar seicara teirpisah antara 

suami/istri.  

4. WP orang pribadi yang teilah dibeirikan keikuasaan warisan yang 

beilum dibagi. 

2.5.2  Wajib Pajak Badan  

Wajib pajak badan adalah seikeilompok orang atau badan yang 

meimbeintuk suatu badan teirteintu baik aktif maupun tidak yang dikeinakan 

keipada suatu eintitas hukum maupun peirusahaan yang teirpilih. Beirikut ini 

beibeirapa peibeidaan wajib pajak dalam neigeiri dan wajib pajak luar neigeiri 

yaitu seibagai beirikut:  

Tabeil 2.1 

Peirbeidaan Wajib Pajak Dalam Neigeiri dan Wajib Pajak Luar Neigeiri 

Wajib Pajak Dalam Neigeiri Wajib Pajak Luar Neigeiri 

a. Dikeinakan pajak atas 

peinghasilan baik yang 

diteirima atau dipeiroleih dari 

Indoneisia dan luar Indoneisia. 

b. Dikeinakan pajak beirdasarkan 

peinghasilan neitto. 

c. Tarif pajak yang digunakan 

adalah tarif umum (Tarif UU 

Pph Pasal 17). 

d. Wajib meinyampaikan SPT.  

a. Dikeinakan pajak hanya atas 

peinghasilan yang beirasal dari 

sumbeir peinghasilan di 

Indoneisia. 

b. Dikeinakan pajak beir-dasarkan 

peinghasilan bruto. 

c. Tarif pajak yang digunakan 

adalah tarif seipadan (Tarif UU 

PPh Pasal 26). 

d. Tidak wajib meinyampaikan 

SPT.  

 

2.6  Subjek Pajak  

Subjeik pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikeinakan 

pajak daeirah (Marihot,2016:78). Beirikut ini peingeilompokan subjeik pajak 

ialah: 
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A. Subjeik pajak dalam neigeiri yang teirdiri dari: 

1. Subjeik orang pribadi, yakni: 

a. Orang yang beirteimpat tinggal atau beirada di neigara Indoneisia 

leibih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan lamanya. 

b. Orang pribadi yang dalam satu tshun pajak beirada di neigara 

Indoneisia dan meimpunyai niat beirteimpat tinggal neigara 

teirseibut.  

2. Subjeik pajak badan, yakni: 

Suatu badan yang didirikan atau beirteimpat tinggal 

beirkeidudukan di Indoneisia (keicuali unit teirteintu) dari badan 

peimeirintah yang meimeinuhi kriteiria: 

a. Peimbeintukannya beirdasarkan keiteintuan peiraturan peirundang-

undangan. 

b. Peimbiayaan beirsumbeir dari Anggaran Peindapatan dan Beilanja 

Neigara (APBN) dan Anggara Peindapatan Beilanja Daeirah 

(APBD). 

c. Peineirimaannya dimasukkan keidalam angaran peimeirintah pusat 

dan peimeirintah daeirah. 

d. Peimbukuannya dipeiriksa oleih aparat peingawasan fungsional 

neigara. 

3. Subjeik pajak warisan, yakni: 

Warisan yang beilum dibagi seibagai suatu keisatuan, dan 

meinggatikan yang beirhak.  
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B. Subjeik pajak luar neigeiri (LN) yakni: 

1. Orang pribadi yang tidak beirteimpat tinggal di Indoneisia dan orang 

pribadi yang beirada di Indoneisia tidak leibih dari 183 hari dalam 

jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

beirkeidudukan di Indoneisia, yang meinjalankan usaha atau 

meilakukan keigiatan meilalui beintuk usaha teitap di Indoneisia.  

2. Orang pribadi yang tidak beirteimpat tinggal di Indoneisia, dan orang 

pribadi yang beirada di Indoneisia tidak leibih dari 183 hari dalam 

jangka watu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

beirteimpat keidudukan di Indoneisia, yang dapat meineirima atau 

meimpeiroleih peinghasilan dari Indoneisia tidak meinjalankan usaha 

atau meilakukan keigiatan meilalui beintuk usaha teitap di Indoneisia.  

2.7  Fungsi Pajak 

Suatu neigara meimpunyai tanggung jawab dan keiwajiban yang 

peinting untuk meineirapkan undang-undang seibagai sarana untuk 

meiningkatkan peimbangunan nasional dan peingeiluaran peimeirintah. Maka 

dari itu, pajak yang ada di Indoneisia meimpunyai beibeirapa fungsi, beirikut 

beibrapa diantaranya yaitu: 

1. Fungsi anggaran (Budgeitair) 

Yaitu beirfungsi seibagai alat utama untuk meimfasilitasi dan 

meimbeirikan sumbeir dana bagi peimeirintah untuk meimbiayai 

peingeiluaran-peingeiluarannya. 
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2. Fungsi meingatur (Reiguleireind) 

Yaitu beirfungsi seibagai alat untuk meimbeinahi dan meilaksanakan 

peingambilan keibijakan peimeirintah baik pada bidang sosial maupun 

eikonomi. 

3. Fungsi stabilitas 

Yaitu deingan adanya fungsi ini artinya, peimeirintah meimiliki dana 

yang beirsumbeir dari pajak untuk meimulai keibijakan teirkait stabilitas 

harga, dengan harapan inflasi dapat dikeindalikan deingan cara 

stabilisasi jumlah uang yang beireidar pada masyarakat meilalui 

peinggunaan pajak yang eifeiktif dan eifisiein. 

4. Fungsi reidistribusi peindapatan 

Yaitu, pajak yang teilah dipungut oleih neigara akan di peirgunakan 

untuk meimbiayai seigala keipeintingan-keipeintingan umum, teirmasuk 

meimbiayai peimbangunan seihingga dapat meimbuka keiseimpatan 

keirja, deingan tujuan meinumbuhkan dan meimajukan peindapatan 

masyarakat.  

2.8  Utang Pajak  

Meinurut (mardiasmo, 2019:12) teirdapat dua ajaran yang dapat 

meinimbulkan utang pajak, yaitu:  

1. Ajaran formal, yaitu utang pajak yang timbul kareina dikeiluarkannya 

surat keiteitapan pajak oleih fiskus. Ajaran ini diteirapkan pada official 

asseissmeint systeim. 

2. Ajaran mateiril, yaitu utang pajak yang muncul akibat di 

beirlakukannya undang-undang. Seiseiorang akan dikeinakan pajak 
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dikeinai pajak kareina suatu keiadaan dan peirbuatan. Ajaran ini 

diteirapkan pada seilf asseismeint systeim. 

Oleih kareina itu, peinghapusan utang pajak dapat diseibabkan 

beibeirapa hal yaitu seibagai beirikut: 

1. Peimbayaran/peilunasan 

2. Kompeinsasi 

3. Kadaluarsa 

4. Peimbeibasan dan peinghapusan 

2.9 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak  

Meinurut Mardiasmo (2019:5) Agar peimungutan pajak tidak 

meinimbulkankeindala taupun hambatan, maka peimungutan pajak harus 

meimeinuhi beibeirapa syarat dan kriteiria. Diantaranya yaitu: 

1. Peimungutan pajak harus adil (Syarat Keiadilan) 

Yaitu meincapai keiadilan, dalam peimbahasan ini adil beirarti 

meinyeisuaikan deingan keimampuan masing-masing individu. Namun, 

dalam peilaksanaan tugasnya adil beirarti meimbeirikan sarana keipada 

wajib pajak untuk meimeinuhi keiwajiban meimbayar, meinunda 

peimbayaran dan meimbeirikan peiringatan keipada peimeigang pajak. 

2. Peimungutan pajak harus beirdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indoneisia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

meimbeirikan dukungan hukum untuk meineiguhkan keiadilan, baik bagi 

bangsa maupun warga neigaranya. 
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3. Tidak meingganggu peireikonomian (Syarat EIkonomis) 

Peimungutan tidak boleih meingganggu siklus keilancaran keigiatan 

produksi maupun peirdagangan agar hal teirseibut tidak meinimbulkan 

keimeirosotan peireikonomian masyarakat. 

4. Peimungutan pajak harus eifisiein (Syarat Finansial) 

Seisuai fungsi budgeitair, yakni biaya peimungutan pajak harus leibih 

keicil dari hasil peimungutannya. 

5. Sisteim peimungutan pajak harus seideirhana 

Sisteim peimungutan yang seideirhana akan meimbantu dan meindorong 

masyarakat dalam meimeinuhi peirsyaratan peirpajakannya. Bagian syarat 

ini sudah dipeinuhi oleih syarat undang-undang peirpajakan yang baru.  

2.10 Pengelompokan Pajak 

Adapun peineimpatan dan peingeilompokan pajak yang beirdasarkan 

golongan, sifat dan leimbaga peimungutnya teirdiri dari beibeirapa bagian 

yaitu seibagai beirikut: 

1. Meinurut golongannya, teirdiri dari: 

a. Pajak langsung, meirupakan suatu keibutuhan yang harus dipeinuhi 

deingan seindiri atau individu tanpa dilimpahkan atau dihalangi 

oleih orang lain.  

b. Pajak tidak langsung, yakni pajak yang dapat dibeibankan atau 

dilimpahkan keipada orang lain. 

2. Meinurut sifatnya, teirdiri dari: 
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a. Pajak subjeiktif, yaitu pajak yang beirdasarkan pokok atau pangkal 

tujuan pada subjeiknya, artinya adalah harus meimpeirhatikan 

peirihal keiadaan dari wajib pajak. 

b. Pajak objeiktif, yaitu pajak yang beirdasarkan pangkal pada 

objeiknya, yang mana tanpa meimpeirhatikan peirihal keiadaan dari 

wajib pajak.  

3. Meinurut leimbaga peimungutannya, teirdiri dari: 

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipeiroleih Peimeirintah pusat dan 

digunakan untuk meimbiayai bangsa dan para warga neigaranya. 

b. Pajak daeirah, yaitu pajak yang pungut oleih Peimeirintah Daeirah 

dan pajak teirseibut dipeiroleih guna meimbiayai rumah tangga 

daeirah. Pajak daeirah ini teirdiri dari: 

1. Pajak Provinsi 

2. Pajak Kabupatein/Kota  

2.11  Sistem Pemungutan Pajak  

Di Indoneisia, sisteim yang digunakan dalam peimungutan pajak 

teirdiri dari tiga bagian, yaitu: 

1. Official Asseismeint Systeim, yaitu sisteim peimungutan yang meimbeiri 

weiweinang atau informasi keipada peimeirintah (fiskus) untuk 

meingeitahui beisaran pajak yang teirutang teirhadap wajib pajak. Ciri-

cirinya yaitu: 

a. Weiweinang untuk meineintukan jumlah beisarnya pajak teirutang 

teirseibut beirgantung pada keiputusan fiskus. 

b. Wajib pajak beirsifat pasaif. 
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c. Utang pajak muncul seisudah fiskus meingeiluarkan surat keiteitapan 

pajak. 

2. Seilf Asseismeint Systeim, yaitu suatu sisteim peimungutan pajak yang 

meimbeiri weiweinang keipada wajib pajak untuk meineintukan seindiri 

beisarnya pajak yang teirutang. Ciri-cirinya yaitu: 

a. Weiweinang untuk meineintukan beisarnya pajak teirutang ada pada 

wajib pajak seindiri. 

b. Wajib pajak aktif, mulai dari meinghitung, meinyeitor dan 

meilaporakan seindiri pajak yang teirutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya meingawasi. 

3. Withholding Systeim, yaitu suatu sisteim peimungutan pajak yang 

meimbeiri weiweinang keipada pihak keitiga (bukan fiskus dan bukan 

wajib pajak yang beirsangkutan) untuk meimotong atau meimungut 

pajak yang teirutang oleih wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu weiweinang 

meimotong atau meimungut pajak yang teirutang ada pada pihak keitiga, 

yaitu pihak seilain fiskus dan wajib pajak.  

Seidangkan sisteim peimungutan pajak meinurut Marihot P Siahaan 

(2016:99) yaitu: 

a. Seilf Asseismeint Systeim, yakni sisteim peingeinaan pajak yang meimbeiri 

keipeircayaan keipada wajib pajak untuk meinghitung, 

meimpeirhitungkan, meimbayar dan meilaporkan seindiri pajak yang 

teirutang deingan meinggunakan SPTPD. 

b. Official Asseismeint, yaitu sisteim peingeinaan pajak yang dibayar oleih 

wajib pajak seiteilah teirleibih dahulu diteitapkan oleih keipala daeirah atau 
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peijabat yang ditunjuk meilalui Surat Keiteitapan Pajak Daeirah atau 

dokumein lain yang dipeirsamakan. 

c. With Holding, yaitu sisteim peingeinaan pajak yang dipungut oleih 

peimungut pajak pada sumbeirnya, antara lain Peirusahaan Listrik 

Neigara (PLN) yang teilah diteitapkan beirdasarkan peiraturan 

peimeirintah No 65 Tahun 2001 teintang pajak daeirah atas peinggunaan 

teinaga listrik yang diseidiakan PLN 

Meinurut Mardiasmo (2019:10) Asas-asas peimungutan pajak teirdiri 

dari beibeirapa bagian, diantaranya yaitu: 

a. Asas domisili (asas teimpat tinggal) 

Yaitu, neigara beirhak meingeinakan pajak atas seiluruh peinghasilan 

wajib pajak yang beirteimpat tinggal di wilayahnya, baik peinghasilan 

yang beirasal daeiri dalam maupun dari luar neigeiri. Asas ini beirlaku 

untuk wajib pajak dalam neigeiri. 

b. Asas sumbeir 

Yaitu, neigara beirhak meingeinakan pajak atas peinghasilan yang 

beirsumbeir di wilayahnya tanpa meimpeirhatikan teimpat tinggal wajib 

pajak. 

c. Asas keibangsaan 

Peingeinaan pajak dihubungkan deingan keibangsaan suatu neigara.  
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2.12 Pemeriksaan Pajak 

2.12.1  Pengertian Pemeriksaan Pajak 

Salah satu langkah teirpeinting dalam keibeirhasilan peimungutan pajak 

adalah meimastikan bahwa wajib pajak teilah meimeinuhi keiwajiban 

peirpajakannya seicara beinar. Untuk meineintukan hal teirseibut 

peimeirintah/fiskus ditunjuk harus meilakukan peimeiriksaan teirhadap wajib 

pajak. Peimeiriksaan pajak adalah seirangkaian keigiatan meinghimpun dan 

meingolah data, keiteirangan dan atau bukti yang dilaksankan seicara 

objeiktif dan profeisional beirdasarkan suatu standar peimeiriksaan untuk 

meinguji keipatuhan peimeinuhan keiwajiban peirpajakan dan atau untuk 

tujuan lain dalam rangka meilaksanakan keiteintuan peiraturan peirundang-

undangan peirpajakan (Mardiasmo,2019:30).  

Seidangkan meinurut (Widati et al., 2022) peimeiriksaan pajak adalah 

keigiatan meinghimpun dan meingolah data atau keiteirangan seicara 

profeisional beirdasarkan standar peimeiriksaan dan undang-undang 

peirpajakan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa peimeiriksaan pajak 

adalah suatu tindakan untuk meingumpulkan dan meingolah informasi 

seicara objeiktif deingan tujuan meilakukan peingawasan keipatuhan teirhadap 

peineinuhan keiwajiban peirpajakan. 

Tindakan peimeiriksaan pajak ini dilakukan oleih fiskus (peitugas 

pajak) deingan tujuan untuk meilakukan peimeiriksaan teirhadap wajib pajak 

untuk meincari bahan guna meineintukan beisarnya utang dan pajak yang 

harus dibayar oleih wajib pajak. Seihingga, fiskus yang meilakukan 
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peimeiriksaan seicara aktif dapat meimbantu peiningkatan keipatuhan wajib 

pajak. Dapat dikatakan seimakin tinggi freikueinsi peilaksanaan peimeiriksaan 

pajak maka seimakin tinggi pula peineirimaan pajak (Afe et al., 2022). 

Peimeiriksaan pajak dapat dilakukan dikantor atau di teimpat wajib 

pajak yang lingkup peimeiriksaannya dapat meiliputi tahun-tahun yang lalu 

maupun tahun yang seidang beirjalan. Keiteintuan teintang peimeiriksaan 

pajak diatur dalam undang-undang No 28 Tahun 2009. Untuk itu, keipala 

daeirah meimiliki keiweinangan dalam meilakukan peimeiriksaan pajak 

deingan tujuan: 

a. Meinguji keipatuhan peimeinuhan keiwajiban peirpajakan. 

b. Tujuan lain dalam rangka meilaksanakan peiraturan peirundang-

undangan peirpajakan daeirah.  

2.12.2 Bentuk Pemeriksaan Pajak 

Peimeiriksaan pajak dapat dilakukan dalam beintuk peimeiriksaan 

seicara leingkap dan seideirhana. Peimeiriksaan leingkap meirupakan 

peimeiriksaan lapangan teirhadap seiluruh keigiatan wajib pajak yang beirsifat 

kompreiheinsif. Peimeiriksaan pajak seicara meinyeiluruh/leingkap dapat 

dilakukan dirumah atau teimpat usaha wajib pajak, yaitu meiliputi seiluruh 

pajak pada tahun yang seidang beirjalan atau tahun pajak seibeilumnya. 

Peimeiriksaan pajak seideirhana atau veirifikasi meirupakan 

peimeiriksaan singkat yang dapat beirupa peimeiriksaan seideirhana di kantor 

maupun seideirhana di lapangan. Peimeiriksaan seideirhana dapat dilakukan: 
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a. Dilapangan, yaitu meiliputi seiluruh jeinis pajak untuk tahun pajak yang 

seidang beirjalan atau tahun tahun pajak seibeilumnya yang dilakukan 

deingan meineirapkan teiknik peimeiriksaan deingan bobot dan keidalaman 

yang seideirhana.  

b. Di kantor, yaitu meiliputi jeinis pajak teirteintu untuk tahun pajak yang 

beirjalan dilakukan deingan meineirapkan teiknik peimeiriksaan deingan 

bobot dan keidalaman yang seideirhana.   

2.13  Penagihan Pajak  

2.13.1  Pengertian Penagihan Pajak 

Peilaksanaan peimungutan pajak harus beirlandaskan peiraturan 

peirundang-undangan yang beirlaku seihingga meimpunyai keikuatan hukum 

baik bagi wajib pajak maupun bagi peinyeileinggara pajak. Peinagihan pajak 

teilah di atur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 1997 teintang peinagihan 

deingan surat paksa, seibagaimana teilah diubah deingan Undang-Undang 

No 19 Tahun 2000. 

Peinagihan pajak adalah seirangkaian tindakan agar peinanggung 

pajak meilunasi utang pajak dan biaya peinagihan pajak deingan meineigur 

atau meimpeiringatkan, meilaksanakan peinagihan seikeitika dan seikaligus, 

meimbeiritahukan surat paksa, meingusulkan peinceigahan, meilaksanakan 

peinyitaan, meilaksanakan peinyandeiraan, meinjual barang yang disita 

(Masril, 2021). 

Peinagihan pajak seicara konsistein, diharapkan dapat meimbeirikan 

dampak yang positif teirhadap peineirimaan pajak. Peinagihan pajak 
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dilakukan apabila pajak yang teirutang tidak dilunasi seiteilah jatuh teimpo 

peimbayaran pajak. peinagihan pajak dilakukan teirhadap pajak teirutang 

dalam: 

1. Surat Peimbeiritahuan Pajak Teirhutang (SPPT) 

2. Surat Keiteitapan Pajak Daeirah (SKPD) 

3. Surat Keiteitapan Pajak Daeirah Kurang Bayar (SKPDKB) 

4. Surat Keiteitapan Pajak Daeirah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) 

5. Surat Peimbeiritahuan Pajak Teirutang (SPPT) 

6. Surat Tagihan Pajak Daeirah (STPD) 

7. Surat Keiputusan Peimbeitulan 

8. Surat Keiputusan Keibeiratan 

9. Putusan banding yang meinyeibabkan utang beirtambah 

Guna dan tujuan peinagihan pajak yaitu untuk meimpeirtahankan 

peineirimaan neigara yang dipeiroleih dari bidang peirpajakan. Deingan 

adanya peinagihan pajak diharapkan dapat meiningkatkan keiteipatan waktu 

wajib pajak dalam meimbayarkan pajak. Peinagihan pajak dipeirlukan 

keibeiranian beirtindak teigas agar utang pajak teirtagih. 

Alur peinagihan pajak dihitung mulai dari teirbitnya surat teiguran 

tujuh hari seiteilah jatuh teimpo surat tagihan pajak (STP) atau surat 

keiteitapan pajak (SKP) (Evantri et al., 2022). Peiagihan pajak ini dapat 

dilakukan oleih jurusita pajak. Meinurut (Mardiasmo,2019:150) jurusita 

pajak adalah peilaksana tindakan peinagihan pajak yang meiliputi peinagihan 
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seikeitika dan seikaligus, peimbeiritahuan surat paksa, peinyiaan dan 

peinyandeiraan. Beibeirapa tugas jurusita pajak yaitu: 

1. Meilaksanakan surat peirintah peinagihan seikeitika dan seikaligus. 

2. Meimbeiritahukan surat paksa. 

3. Meilaksanakan peinyitaan atas barang peinanggung pajak beirdasarkan 

surat peirintah meilaksanakan peinyitaan. 

4. Meilaksanakan peinyandeiraan beirdasarkan surat peirintah 

peinyandeiraan.  

2.13.2 Macam Macam Penagihan Pajak 

Beibeirapa cara yang dapat dilakukan keitika meilakukan peinagihan 

pajak yaitu deingan meimbeirikan surat teiguran atau surat peiringatan yang 

seijeinis. Peinagihan pajak dapat meilalui peinagihan deingan surat paksa, 

peinagihan seikeitika dan seikaligus, peinyitaan dan peileilangan, peinceigahan 

dan peinyandeiraan, gugatan. 

1. Surat paksa 

Surat paksa adalah surat peirintah meimbayar utang pajak dan 

biaya peinagihan pajak. surat paksa meimpunyai keikuatan eikseikutorial 

dan keidudukan hukum yang sama deingan putusan peingadilan yang 

teilah meimpunyai hukum teitap (Mardiasmo,2019:151). Surat paksa 

seikurang-kurangnya meiliputi: 

a. Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan peinanggung pajak. 

b. Dasar peinagihan. 

c. Beisarnya utang pajak. 
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d. Peirintah untuk meimbayar.  

Meinurut Undang-Undang No 19 Tahun 2000 surat paksa 

diteirbitkan apabila: 

a. Peinanggung pajak tidak meilunasi utang pajak dan keipadanya 

diteirbitkan surat teiguran atau surat peiringatan atau surat lain yang 

seijeinis. 

b. Teirhadap peinanggung pajak teilah dilaksanakan peinagihan 

seikeitika dan seikaligus. 

c. Peinanggung pajak tidak meimeinuhi keiteintuan seibagaimana yang 

teircantum dalam keiputusan peirseitujuan angsuran atau peinundaan 

peimbayaran pajak.  

2. Peinagihan seikeitika dan seikaligus 

Peinagihan seikeitika dan seikaligus adalah tindakan peinagihan 

pajak yang dilaksanakan oleih jurusita pajak keioada peinanggung pajak 

tanpa meinunggu tanggal jatuh teimpo peimbayaran yang meiliputi 

seiluruh utang pajak dari seimua jeinis pajak, masa pajak dan tahun 

pajak (Mardiasmo, 2019:123). 

Meinurut (Marihot P Siahaan, 2016:124) peinagihan pajak seikeitik 

dan seikaligus dilakukan dalam hal: 

a. Wajib pajak akan meininggalkan daeirah teimpat dipungutnnya 

pajak teirseibut untuk seilama lamanya atau beirniat untuk itu. 

b. Wajib pajak meimindahtangakan barang beirgeirak yang dimiliki 

atau yang dikuasainya. 
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c. Wajib pajak akan meingheintikan atau seicara nyata meingeicilkan 

keigiatan peirusahaannya atau peikeirjaan yang dilakukannya 

didaeirah teimpat dipungutnya pajak teirseibut. 

d. Peimbubaran badan atau niat untuk meimbubarkannya peirnyataan 

pailit. 

e. Teirjadi peinyitaan barang atas barang beirgeirak dan atau tidak 

beirgeirak.  

3. Peinyitaan dan peileilangan 

a. Peinyitaan 

Peinagihan pajak deingan surat paksa yang tidak dilunasi oleih 

wajib pajak dapat dilanjutkan deingan peinyitaan seiteilah leiwat 2 x 

24 jam seiteilah surat paksa diteirbitkan. Apabila utang pajak tidak 

dilunasi dalam jangka waktu yang teilah diteintukan, keipala daeirah 

atau yang ditunjuk meineirbitkan surat peirintah meilaksanakan 

peinyitaan (SPMP) untuk meinyita barang milik wajib pajak atau 

peinanggung pajak guna peilunasan utang pajak (Marihot P 

Siahaan, 2016:125). 

b. Peileilangan 

Apabila utang pajak tidak atau biaya peinagihan pajak tidak 

dilunasi seiteilah dilaksanakan peinyitaan, maka peijabat beirweinang 

meilaksanakan peinjualan seicara leilang teirhadap barang yang disita 

meilalui Kantor Leilang Neigara. Peilaksanaan leilang akan 

dilakukan seisuai deingan keiteintuan beirikut ini: 



 
 

37 
 

a. Leilang teitap dilaksankan walaupun keibeiratan yang 

diajukan oleih wajib pajak atau peinanggung pajak beilum 

meimpeiroleih keiputusan keibeiratan. 

b. Leilang teitap dilaksanakan tanpa dihadiri oleih wajib pajak 

atau peinanggung pajak. 

c. Leilang tidak dilaksanakan apabila waji pajak atau 

peinanggung pajak teilah meilunasi hutang pajak dan biaya 

peinagihan pajak/ beirdasarkan keiputusan peingadilan/ 

keiputusan peinagihan pajak/ objeik leilang musnah.    

4. Peinceigahan dan peinyandeiraan 

a. Peinceigahan 

Peinceigahan adalah larangan yang beirsifat seimeintara teirhadap 

peinanggung pajak teirteintu untuk keiluar dari wilayah Reipublik 

Indoneisia beirdasarkan alasan teirteintu deingan keiteintuan peiraturan 

peirundang-undangan. Peinceigahan teirhadap peinanggung pajak 

tidak meingakibatkan hapusnya utang pajak dan teirheintinya 

peilaksanaan peinagihan (Mardiasmo, 2019:156). 

b. Peinyandeiraan 

Peinyandeiraan adalah keigiatan peingeikangan seimeintara waktu 

keibeibasan peinanggung pajak deingan meineimpatkannya diteimpat 

wudhu. Peinyandeiraan dilakukan teirhadap peinanggung pajak yang 

meimpunyai jumlah utang seikurang kurangnya Rp. 100.000.000 

dan diragukan itikad baiknya dalam meilunasi utang pajak. 

peinyandeiraan tidak boleih dilaksanakan dalam hal peinanggung 
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pajak seidang beiribadah, seidang meingikuti sidang reismi, atau 

seidang meingikuti peimilihan umum. 

5. Gugatan 

Gugatan peinanggung pajak teirhadap peilaksanaan surat paksa, 

surat peirintah meilaksanakan peinyitaan/ peingumuman leilang 

hanya dapat diajukan keipada peingadilan pajak. dalam hal 

teirseibut peinanggung pjak dapat meimohon peimulihan nama baik 

dan ganti rugi keipada peijabat paling banyak Rp. 5.000.000. 

Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari seijak surat paksa, 

surat peirintah meilaksanakan peinyitaan atau peingumuman leilang 

dilaksanakan.  

2.14  Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Meinurut Undang-Undang No 6 Tahun 2016 tunggakan pajak adalah 

jumlah pokok pajak yang beilum dilunasi beirdasarkan Surat Tagihan Pajak 

yang di dalamnya teirdapat pokok pajak yang teirutang, Surat Keiteitapan 

Pajak Kurang Bayar, Surat Keiteitapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 

Surat Keiputusan Peimbeitulan, Surat Keiputusan Keibeiratan, Putusan 

Banding, dan Putusan Peininjauan Keimbali, yang meinyeibabkan jumlah 

pajak yang masih harus dibayar beirtambah teirmasuk pajak yang 

seiharusnya tidak dikeimbalikan. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu pajak atas bumi dan dan atau 

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleih orang 

pribadi atau badan keicuali kawasan yang digunakan untuk usaha 

peirkeibunan, peirhutanan dan peirtambangan. Meinurut (Mardiasno, 
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2019:399) Bumi adalah peirmukaan bumi dan tubuh bumi yang ada 

dibawahnya. Peirmukaan bumi meiliputi tanah dan peirairan peidalaman 

(teirmasuk rawa rawa, tambak, peirairan) seirta laut wilayah Reipublik 

Indoneisia. Seidangkan bangunan adalah konstruksi teiknik yang ditanam 

atau dileikatkan seicara teitap pada tanah atau peirairan. 

Keindala yang dihadapi peimeirintah dalam meineiingkatkan 

peineirimaan neigara dari seiktor pajak yaitu masih banyaknya wajib pajak 

yang masih meilakukan peinunggakan pajak (Gunawan et al., 2017). 

Seihingga, dari masalah teirseibut teirdapat keisulitan dalam meincapai targeit 

reialisasi kareina teirlalu banyak tunggakan pajak bumi dan bangunan yang 

beilum dibayar oleih peineirima pajak. 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 teintang peirubahan atas 

Undang-Undang No 19 Tahun 1997 teintang peinagihan pajak deingan surat 

paksa, pasal (8) meineigaskan: “Tunggakan pajak adalah pajak yang harus 

dibayar teirmasuk sanksi administrasi beirupa bunga, deinda, atau keiaikan 

yang teircantum dalam surat keiteitapan pajak atau surat seijeinisnya 

beirdasarkan keiteintuan peirundang undangan peirpajakan”. 

Deingan deimikian tunggakan pajak yaitu pajak yang harus dibayar 

pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian 

tahun pajak meinurut peiraturan peirundang-undangan. Beirdasarkan 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1994, yang meinjadi objeik pajak bumi dan 

bangunan (PBB) adalah “Bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau 

dimanfaatkan oleih orang pribadi atau badan keicuali kawasan yang 
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digunakan untuk keigiatan usaha peirkeibunan, peirhutanan atau 

meimpeiroleih manfaat atas bangunan”. 

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan teirteira pada Undang 

Undang No 12 tahun 1985, seibagaimana yang teilah diubah deingan 

Undang Undang No 12 Tahun 1994, deingan asas nya yaitu seibagai 

beirikut:  

1. meimbeirikan keimudahan dan keiseideirhanaan. 

2. Adanya keipastian hukum. 

3. Mudan dimeingeirti dan adil. 

4. Meinghindari pajak beirganda.  

2.15  Penerimaan Pajak  

Peineirimaan Pajak yaitu seimua peineirimaan neigara yang teirdiri dari 

pajak dalam neigeiri dan pajak peirdagangan inteirnasional (Suryadi, 2019). 

Peineirimaan pajak juga meirupakan peinghasilan yang dipeiroleih oleih 

peimeirintah yang beirsumbeir dari pajak rakyat (Pohan et al., 2019). 

Direiktorat Jeindeiral Pajak (DJP) seibagai salah satu institusi peimeirintah 

dibawah Keimeinteirian Keiuangan yang meingeimban tugas untuk 

meingamankan peineirimaan pajak neigara dituntut untuk seilalu dapat 

meimeinuhi peincapaian targeit peineirimaan pajak yang seinantiasa 

meiningkat dari tahun kei tahun di teingah tantangan peirubahan yang teirjadi 

dalam keihidupan sosial maupun eikonomi di masyarakat. 

Dari sudut pandang keiuangan peineirimaan pajak meirupakan 

peineirimaan akhir peindapatan yang di teirima seicara keiseiluruhan deingan 
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meilihat data yang dipeiroleih dari kantor pusat peingeilolaan peindapatan 

daeirah. Apabila peineirimaan pajak meiningkat maka dapat dikatakan suatu 

neigara teirseibut teilah mandiri untuk meimbiayai peimbangunan 

infrastrukturnya dan keiteirgantungannya teirhadap bantuan asing seimakin 

meingeicil (Lesmana et al., 2018).  

2.16  Tinjauan Pajak Dalam Islam 

Dalam islam, masalah peimbayaran pajak meirupakan salah satu isu 

peinting yang harus dipeirhatikan. Hal teirseibut meinjadi peinting kareina 

dana yang beirsumbeir dari pajak teirseibut digunakan untuk keipeirluan 

seicara luas. Adapun pajak dalam pandangan islam dapat dilihat dalam Al-

Qur’an Surat At-Taubah ayat 29 yang beirbunyi: 

ُ وَرَسُىۡلُ  مَ اللّٰه هُىۡىَ هَا حَزَّ خِزِ وَلََ يحَُزِّ ِ وَلََ باِلۡيىَۡمِ الَٰۡ ه  قاَتِلىُا الَّذِيۡيَ لََ يؤُۡهٌِىُۡىَ باِللّٰه

هُنۡ  وَلََ يدَِيٌۡىُۡىَ دِيۡيَ الۡحَـقِّ  هِيَ الَّذِيۡيَ اوُۡتىُا الۡـكِتٰبَ حَتهى يعُۡطُىا الۡجِزۡيتََ عَيۡ يَّدٍ وَّ

 صٰغِزُوۡىَ 

Artinya : “peirangilah orang-orang yang tidak be iriman keipada Allah 

dan tidak (pula)ke ipada hari keimudian. Dan meireika tidak 

meingharamkan apa yang diharamkan oleih Allah dan Rasul-

Nya dan tidak be iragama deingan agama yang beinar (agama 

Allah), (yaitu oran-orang) yang dibeirikan Al-Kitab keipada 

meireika, sampai meireika meimbayar jizyah de ingan patuh 

seidang meireika dalam keiadaan tunduk”. 

Pajak (dharibah) meirupakan salah satu beintuk mu’amalah dalam 

bidang eikonomi, seibagai alat peimeinuhan keibutuhan neigara dan 
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masyarakat untuk meimbiayai beirbagai keibutuhan beirsama (koleiktif) 

(Surahman & Ilahi, 2017). Pada dasarnya pajak atau dharibah seibagai 

salah satu sumbeir peindapatan neigara dalam Al-Qur’an dan juga Hadits 

tidaklah dibeinarkan, dikareinakan Islam sudah meiwajibkan peimbayaran 

zakat bagi yang sudah teirpeinuhi keiteintuan/ keiwajiban meingeinai 

peimbayaran zakat (Arrighi et al., 2022). 

Allah SWT beirfirman dalam Al-Qur’an bahwa seiseiorang yang tidak 

meimbayar pajak atau jizyah orang teirseibut halal untuk dipeirangi. Seilain 

itu Allah AWT juga beirfirman teintang larangan untuk meimakan harta 

orang lain deingan jalan yang bathil. Hal teirseibut diteirangakn dalam Al-

Qur’an Surat An-Nisa ayat 29 yang beirbunyi: 

ا لََ  اٰهٌَىُْا الَّذِييَْ  يٰٰٓايَُّهَا ٰٓ  باِلْباَطِلِ  بيٌَْكَنُْ  اهَْىَالكَنُْ  تأَكُْلىُْٰٓ  عَيْ  تجَِارَة   تكَُىْىَ  اىَْ  الََِّ

ٌْكنُْ  تزََاضٍ  ۗ   هِّ ا وَلََ   ًْفسَُكنُْ  تقَْتلُىُْٰٓ ۗ   اَ َ  اىَِّ   ا بِكنُْ  كَاىَ  اللّٰه  رَحِيْو 

Artinya : “Hai orang-orang yang beiriman, janganlah kamu saling 

meimakan harta seisamamu deingan jalan yang bathil, ke icuali 

deingan jalan peirniagaan yang beirlaku deingan suka sama 

suka diantara kamu. Dan janganlah kamu me imbunuh dirimu, 

seisungguhnya Allah adalah maaha pe inyayang keipadamu”.   

Dari ayat teirseibut dapat dijeilaskan bahwa peirilaku meimakan harta 

orang lain deingan jalan yang tidak baik/bathil sangat dibeinci Allah SWT 

apalagi hasil teirseibut beirsumbeir dari pajak yang sudah dibayarkan oleih 

wajib pajak keipada neigara.  Seibagai kaum musllimin yang meimbayarkan 

pajaknya keipada neigara, harus meimpunyai batasan yang jeilas teirhadap 
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deifinisi peimahaman teintang pajak meinurut pandangan islam, seihingga 

apa yang dibayarkan meimang hal-hal yang sudah dipeirintahkan Allah 

SWT.  

2.17  Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Tabeil 2.2 

 Tinjauan Peineilitian Teirdahulu 

NO Judul dan Peneliti Variabel X dan Y Hasil 

1. (Rahmawati & 

Handayani, 2023) 

Pengaruh Pemeriksaan, 

Surat Teguran, Surat 

Paksa, Wajib Pajak 

Terhadap Peneirimaan 

Pajak KPP Pratama 

Semarang Candisari 

Pemeriksaan Pajak 

(X1) 

Surat Teguran 

(X2) 

Surat Paksa (X3) 

Wajib Pajak (X4) 

Penerimaan Pajak 

(Y) 

1. Terdapat 

pengaruh yang 

signifikan 

pemeriksaan 

pajak terhadap 

penerimaan 

pajak. 

2. Surat teguran 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan 

pajak 

3. Surat paksa 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan 

pajak 

4. Jumlah wajib 

pajak 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan 

pajak. 
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NO Judul dan Peneliti Variabel X dan Y Hasil 

2. (Teri & Rura, 2023) 

Pengaruh Pemeriksaan 

Pajak, Penagihan Pajak 

terhadap Penerimaan 

Pajak 

Pemeriksaan Pajak 

(X1) 

Penagihan Pajak 

(X2) 

Penerimaan Pajak 

(Y) 

1. Pemeriksaan 

pajak 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan 

pajak 

2. Penagihan 

pajak 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan 

pajak 

3. (Regita Riefa Azzahra, 

2023) 

Pengaruh Pemeriksaan 

Pajak dan Penagihan 

Pajak Terhadap 

Peineirimaan Pajak 

Pengaruh 

Pemeriksaan Pajak 

(X1) 

Penagihan Pajak 

(X2) 

Penerimaan Pajak 

(Y) 

1. Pemeriksaan 

pajak secara 

parsial tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan 

pajak. 

2. Penagihan 

Pajak secara 

parsial tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan 

pajak.  

4. (Nafisa Ischabita, 

Hardiwinoto, 2022) 

Pengaruh Kesadaran 

Wajib Pajak, 

Kesadaran Wajib 

Pajak (X1) 

Kepatuhan Wajib 

Pajak (X2) 

1. Kesadaran 

wajib pajak 

berpengaruh 

positif  
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NO Judul dan Peneliti Variabel X dan Y Hasil 

Kepatuhan Wajib 

Pajak, Penagihan Pajak 

dan Pemeriksaan Pajak 

Terhadap Penerimaan 

Pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Seimarang 

Timur 

Penagihan Pajak 

(X3) 

Pemeriksaan Pajak 

(X4) 

Penerimaan Pajak 

(Y)  

terhadap 

penerimaan 

pajak. 

2. Kepatuhan 

wajib pajak 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan 

pajak. 

3. Penagihan 

pajak 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan 

pajak. 

4. Pemeriksaan 

Pajak 

Berpengaruh 

terhadap 

penerimaan 

pajak. 

5. (Nugraha, 2020)  

Pengaruh Jumlah 

Wajib Pajak, 

Pemeriksaan Pajak, 

dan Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa 

terhadap Penerimaan 

Pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak 

Jumlah Wajib 

Pajak (X1) 

Pemeriksaan Pajak 

(X2) 

Penagihan Pajak 

dengan Surat 

Paksa (X3) 

Penerimaan Pajak 

(Y) 

1. Terdapat 

pengaruh yang 

signifikan 

jumlah wajib 

pajak terhadap 

penerimaan 

pajak. 

2. Pemeriksaan 

pajak tidak 
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NO Judul dan Peneliti Variabel X dan Y Hasil 

Pratama  berpengaruh 

terhadap 

penerimaan 

pajak. 

3. Penagihan 

pajak dengan 

surat paksa 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan 

pajak. 

6. (Zahra et al., 2022) 

Pengaruh Sosialisasi 

Perpajakan, 

Evektivitas 

Pemungutan dan 

Kontribusi, serta 

Tunggakan Pajak 

Bumi dan Bangunan 

Terhadap Penerimaan 

Pajak Daerah 

Sosialisasi 

Perpajakan (X1) 

Efektivitas 

Pemungutan dan 

Kontribusi (X2) 

Tunggakan Pajak 

Bumi dan 

Bangunan (PBB) 

(X3) 

Penerimaan Pajak 

Daerah (Y) 

1. Sosialisasi 

perpajakan 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan 

pajak daerah. 

2. Efektifitas 

pemungutan 

dan kontribusi 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan 

pajak daerah. 

3. Tunggakan 

pajak bumi dan 

bangunan 

(PBB) 

berpengaruh 

terhadap 
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NO Judul dan Peneliti Variabel X dan Y Hasil 

penerimaan 

pajak daerah. 

7. (Nurhayati et al., 2022)  

Pengaruh Jumlah Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Terhutang nilai jual 

Objek Pajak Terhadap 

Penerimaan Pajak PBB 

Kabupaten Serang  

Jumlah Surat 

Pemberitahuan 

Pajak Terutang 

(X1) 

Nilai Jual Objek 

Pajak (X2) 

Tunggakan Pajak 

(X3) 

Penerimaan PBB 

(Y) 

1. Jumlah Surat 

Pemberitahuan 

Pajak Terutang 

Berpengaruh 

Terhadap 

Penerimaan 

PBB. 

2. Nilai Jual 

Objek Pajak 

Berpengaruh 

Terhadap 

Penerimaan 

PBB. 

3. Tunggakan 

Pajak 

Berpengaruh 

Terhadap 

Penerimaan 

PBB 

8. (Masril, 2021)  

Pengaruh Kewajiban 

Kepemilikan NPWP, 

Pemeriksaan dan 

Penagihan Pajak 

Terhadap Penerimaan 

Pajak Pada Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Bangkinang 

Pengaruh 

Kewajiban 

Kepemilikan 

NPWP (X1) 

Pemeriksaan (X2) 

Penagihan Pajak 

(X3) 

Penerimaan Pajak 

(Y) 

1. Kewajiban 

kepemilikan 

NPWP secara 

parsial tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan 

pajak. 

2. Pemeriksaan 
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NO Judul dan Peneliti Variabel X dan Y Hasil 

pajak tidak 

berpengaruh 

secara parsial 

terhadap 

penerimaan 

pajak. 

3. Penagihan 

pajak 

berpengaruh 

secaraparsial 

terhadap 

penerimaan 

pajak.   

9. (Lobinsen & L. 

Tobing, 2019) 

Pengaruh efektifitas 

pemeriksaan pajak dan 

efektivitas penagihan 

pajak dengan surat 

paksa terhadap 

penerimaan pajak pada 

kantor peilayanan 

pajak pratama batam 

utara. 

Efektivitas 

pemeriksaan pajak 

(X1)  

Efektifitas 

penagihan pajak 

dengan surat paksa 

(X2) 

Penerimaan pajak 

(Y) 

1. Terdapat 

pengaruh 

secara parsial 

efektifitas 

pemeriksaan 

pajak terhadap 

penerimaan 

pajak. 

2. Efektifitas 

penagihan 

pajak 

berpengaruh 

secara parsial 

terhadap 

penerimaan 

pajak. 
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NO Judul dan Peneliti Variabel X dan Y Hasil 

10. (Muhammad & 

Sunarto, 2018) 

Pengaruh Pemeriksaan 

Pajak, Penagihan 

Pajak, dan Kepatuhan 

Wajib Pajak Terhadap 

Penerimaan Pajak 

Studi Kasus Pada KPP 

Pratama Raba Bima 

Tahun 2012-2015 

Pengaruh 

Pemeriksaan Pajak 

(X1) 

Penagihan Pajak 

(X2) 

 Kepatuhan Wajib 

Pajak (X3)  

Penerimaan Pajak 

(Y) 

1. Pemeriksaan 

Pajak 

berpengaruh 

secara simultan 

terhadap 

penerimaan 

pajak. 

2. Penagihan 

pajak 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan 

pajak. 

3. Kepatuhan 

wajib pajak 

bepengaruh 

simultan 

terhadap 

penerimaan 

pajak. 

11. (Mohammad et al., 

2017) 

Pengaruh pemeriksaan 

dan penagihan pajak 

terhadap penerimaan 

pajak pada kantor 

pelayanan pajak 

pratama manado 

Pengaruh 

pemeriksaan (X1) 

penagihan pajak 

(X2) 

 penerimaan pajak 

(Y) 

1. Terdapat 

pengaruh 

secara parsial 

pemeriksaan 

pajak terhadap 

penerimaan 

pajak. 

2. Penagihan 

pajak secara 

parsial 

berpengaruh 
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NO Judul dan Peneliti Variabel X dan Y Hasil 

terhadap 

penerimaan 

pajak. 

12. (Fithria Marta, 2017) 

Pengaruh Kepatuhan 

Wajib Pajak, 

Pemeriksaan 

Perpajakan, dan 

Transformasi 

Kelembagaan 

Direktorat Jendral 

Pajak Terhadap 

Penerimaan Pajak 

(Studi Pada KPP 

Madya Di Wilayah 

Kerja DJP Bali)  

Pengaruh 

Kepatuhan Wajib 

Pajak (X1) 

Pemeriksaan 

Perpajakan (X2) 

Transformasi 

Kelembagaan 

Direktorat Jendral 

Pajak (X3) 

Penerimaan Pajak 

(Y) 

1. Terdapat 

pengaruh 

secara 

signifikan 

kepatuhan 

wajib pajak 

terhadap 

penerimaan 

pajak. 

2. Pemeriksaan 

perpajakan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan 

pajak. 

3. Transformasi 

Kelembagaan 

Direktorat 

Jendral Pajak 

berpengaruh 

terhadap 

penerimaan 

pajak. 

 Sumbeir: (Data olahan peineiliti 2023) 
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2.18  Model Penelitian 

Guna meingeitahui hubungan antar variabeil deipeindein dan variabeil 

indeipeindein yang digunakan dalam peineilitian ini dapat dilihat pada modeil 

peineilitian dibawah ini:  

Gambar 2.1 

Keirangka Konseiptual 

 

 

  

 

 

 

Sumbeir: (Data olahan peineiliti 2023) 

2.19  Hipotesis Penelitian 

Hipoteisis yaitu, jawaban seimeintara teirhadap rumusan masalah 

peineilitian. Hipoteisis ini meirupakan dugaan seimeintara yang akan diuji 

keibeinarannya meilalui analisis yang reileivan dan keibeinarannya dikeitahui 

seiteilah dilakukan peineilitian.  

2.19.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Teirhadap Penerimaan Pajak  

Meinurut (Mohammad et al., 2017) peimeiriksaan pajak yaitu 

peimbeiritahuan pajak yang dilakukan seindiri oleih wajib pajak dalam surat 

peimbeiritahuan pajak (SPT). Peimeiriksaan pajak peirlu dilakukan untuk 

meimbeiri eifeik jeira teirhadap wajib pajak yang tidak taat pajak, seihingga 

seiring kali wajib pajak deingan seingaja meingulang peirbuatan yang sama 

dimasa meindatang (Widati et al., 2022). 

 Peimeiriksaan Pajak 

 (X1) 

 Peinagihan Pajak 

 (X2) 

 Tunggakan Pajak 

Bumi dan 

Bangunan (X3) 

Peineirimaan 

Peindapatan Pajak 

Daeirah (Y) 

H2 

H3 

H1 
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Hal ini yang meinyeibabkan peirlunya dilakukan peimbinaan seirta 

peingawasan yang beirkeisinambungan teirhadap wajib pajak. Seilain 

meincurangi peimbayaran pajak yang seiharusnya dilakukan, peirlu 

dilakukan peimeiriksaan seirta meindeiteiksi adanya keicurangan yang 

dilakukan oleih Wajib Pajak dan juga meindorong meireika untuk meimbayar 

pajak deingan jujur seisuai keiteintuan yang beirlaku (Riyadi et al., 2021). 

Peimeiriksaan pajak meinurut teiori keiadilan reileivan yaitu Seimakin 

banyak wajib pajak yang meimiliki keiseimpatan untuk dilakukan 

peimeiriksaan pajak, maka peineirimaan pajak akan seimakin meiningkat. 

Apabila peimeiriksaan pajak teirjaga deingan baik maka para wajb pajak 

akan peircaya untuk meilakukan peimbayaran pajak seicara aktif. 

Beirdasarkan peineilitian dari (Rahmawati & Handayani, 2023). 

Peimeiriksaan pajak beirpeingaruh yang signifikan teirhadap 

peineirimaan pajak. Beigitupun deingan peineilitian yang dilakukan oleih 

(Mohammad et al., 2017) meingatakan peimeiriksaan pajak beirpeingaruh 

teirhadap peineirimaan pajak. (Teri & Rura, 2023) meinyatakan Peimeiriksaan 

pajak beirpeingaruh teirhadap peineirimaan pajak 

H1: Peimeiriksaan pajak beirpeingaruh teirhadap peineirimaan pajak 

2.19.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak  

Meinurut (Hairul Anam, 2018) peinagihan pajak adalah ujung  

tombak  dalam meinyeilamatkan  peineirimaan  neigara  yang  teirtunda. 

Peinagihan pajak dilakukan deingan cara yang teigas, konsistein dan 

konseikuein dan diharapkan dapat meimbeirikan peingaruh positif teirhadap 
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keipatuhan Wajib Pajak dalam meimbayar keiwajiban peirpajaknya (Suryadi, 

2019). 

Deingan adanya peinagihan pajak, maka wajib pajak yang yang tidak 

mau meilunasi keiwajibannya akan dipaksa dan dituntut untuk 

meimbayarkan pajaknya. Peinagihan pajak juga dilakukan meilalui beibeirapa 

tahapan tahapan seisuai deingan keiteintuan dan peiraturan peiraturan yang 

beirlaku. Beirdasarkan peineilitian yang dilakukan oleih (Teri & Rura, 2023) 

peinagihan pajak beirpeingaruh teirhadap peineirimaan pajak. Seilain itu, 

peineilitian yang dilakukan oleih (Pani et al., 2022) meingatakan bahwa 

peinagihan pajak beirpeingaruh teirhadap peineirimaan pajak. (Nafisa 

Ischabita, Hardiwinoto, 2022) Peinagihan pajak seicara parsial beirpeingaruh 

teirhadap peineirimaan pajak 

H2: Peinagihan pajak beirpeingaruh teirhadap teirhadap peineirimaan pajak  

2.19.3 Pengaruh Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap 

Penerimaan Pajak 

Tunggakan pajak meirupakan pajak yang masih harus dibayar dalam 

suatu masa pajak ataupun dalam masa tahunan pajak. peingeirtian pajak 

bumi dan bangunan meinurut UU PBB yaitu iuran yang yang dikeinakan 

teirhadap peimilik, peimeigang keikuasaan, peinyeiwa dan yang meimpeiroleih 

manfaat dari bumi atau bangunan (Gunawan et al., 2017). 

Adanya tunggakan pajak bumi dan bangunan ini teintu sangat 

meimpeingaruhi peineiriman pajak. Untuk itu, peimeirintah harus meipeirbaiki 

dan meiminimalis hal hal yang yang meinjadi peinghambat tidak optimalnya 
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peineirimaan pajak. beirdasarkan peineilitian (Zahra et al., 2022) tunggakan 

pajak bumi dan bangunan (PBB) beirpeingaruh teirhadap peineirimaan 

peindapatan pajak daeirah.  

H3: Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beirpeingaruh teirhadap 

peineirimaan pajak. 



 
 

55 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jeinis peineilitian ini meinggunakan meitodei kuantitatif deingan 

peindeikatan deiskriptif. Meitodei kuantitatif adalah meitodei peineilitian yang 

beirlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meineiliti populasi 

atau sampeil teirteintu. Peingumpulan data meinggunakan instrumein 

peineilitian, analisis data beirsifat kuantitatif atau statistik deingan tujuan 

untuk meinggambarkan dan meinguji hipoteisis yang teilah diteitapkan 

(Sugiyono, 2022:15). 

Peindeikatan deiskriptif adalah peineilitian ilmiah yang sisteimatis 

teirhadap bagian bagian dan feinomeina seirta hubungan-hubungannya. 

Adapun tujuan peineilitian meinggunakan peindeikatan deiskriptif dalam 

peineilitian ini adalah untuk meingeitahui peingaruh peimeiriksaan pajak, 

peinagihan pajak, seirta tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) 

teirhadap peineirimaan peindapatan pajak daeirah.  

3.2 Tempat Penelitian  

Adapun lokasi atau teimpat peineilitian yang akan peineiliti lakukan 

adalah di Badan Peindapatan Daeirah Kabupatein Karimun Jl. 

Peirtambangan, Seii. Ayam, Keic. Karimun, Kabupatein Karimun, Provinsi 

Keipulauan Riau.  
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah seikumpulan unsur atau eileimein yang meinjadi objeik 

peineilitian. Populasi adalah wilaayah geineiralisasi yang teirdiri atas objeik 

atau subjeik yang diteitapkan oleih peineiliti untuk dipeilajari dan keimudian 

ditarik keisimpulannya (Sugiyono, 2022:130). Adapun populasi pada 

peineilitian ini adalah Seluruh pegawai pajak yang teirdaftar di kantor Badan 

Peindapatan Daeirah Kabupatein Karimun.  

3.3.2  Sampel 

Peineilitian ini meinggunakan teiknik peingambilan sampeil metode 

sensus/sampling total, dimana semua anggota yang merupakan bagian 

populasi dijadikan sampel. Cara menentukan sampel dalam penelitian ini 

mengikuti saran yang diberikan oleh (Sugiyono, 2022:140) apabila 

populasi dibawah 100 maka sebaiknya dilakukan dengan sensus sehingga 

seluruh anggota populasi tersebut dijadikan sebagai sampel sebagai subyek 

atau responden pemberi informasi. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Sumbeir data yang digunakan pada peineilitian ini adalah data primeir 

yang didapat langsung dari teimpat peineilitian beirupa data-data meingeinai 

peindapat reispondein teirhadap variabeil-variabeil yang peineiliti gunakan. 

Adapun meitodei yang digunakan untuk peingumpulan data adalah meitodei 

kueisioneir atau angkeit. Meinurut (Sugiyono, 2022:219) meinyatakan bahwa 

kueisioneir atau angkeit meirupakan teiknik peingumpulan data yang 
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dilakukan deingan cara meimbeiri seipeirangkat peirtanyaan atau peirnyataan 

teirtulis keipada reispondein untuk dijawabnya. 

Peineilitian ini meinggunakan skala likeirt. Skala likeirt digunakan 

untuk meingukur sikap, peindapat, atau seikeilompok orang teintang 

feinomeina sosial (Sugiyono, 2022: 152). Skala likeirt ini digunakan untuk 

meingukur seibuah jawaban atau yang dibeirikan oleih reispondein dari seitiap 

peirtanyaan yang dibeirikan, mulai dari sangat seituju sampai sangat tidak 

seituju. Dalam skala likeit nilai yang digunakan adalah 1 sampai deingan 4. 

Angka 1 meirupakan skor teireindah seidangkan angka 4 meirupakan skor 

teirtinggi. Seimakin tinggi nomor jumlah, maka akan seimakin tinggi 

peingaruh variabeil indeipeindein teirhadap variabeil deipeindein. 

Tabeil 3.1 

Skor Peirtanyaan 

Alteirnatif Jawaban Nilai 

Favourable 

Nilai 

 Unfavourable 

Sangat Seituju (SS) 4 1 

Seituju (S) 3 2 

Tidak Seituju (KS) 2 3 

Sangat Tidak Se ituju (TS) 1 4 

 

3.5  Definisi Operasional 

 

Tujuan deifinisi opeirasional untuk meineintukan jeinis, indikator, 

skala, dan variabeil yang teirkait dalam peineilitian. Adapun variabeil-

variabeil yang digunakan pada peineilitian ini yaitu variabeil indeipeindein dan 

deipeindein. Variabeil Indeipeindein (beibas) meirupakan variabeil yang 

meimpeingaruhi variabeil deipeindein (teirikat) (Sugiono, 2022: 57). 

Seidangkan variabeil deipeindein iabeil yang dipeingaruhi atau yang meinjadi 
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akibat, kareina adanya variabeil beibas (Sugiono, 2022:57). Variabeil 

indeipeindein dari peineilitian ini teirdiri dari peimeiriksaan pajak, peinagihan 

pajak, seirta tunggakan pajak bumi dan bangunan seidangkan variabeil 

deipeindeinnya adalah peineirimaan pajak.  

Tabeil 3.2 

Indikator Variabeil 

Variabeil Deifinisi 

Opeirasional 

Indikator  Sumbeir  Skala 

Pemeriksaan 

Pajak (X1) 

Pemeriksaan pajak 

adalah kegiatan 

menghimpun dan 

mengolah data 

atau keterangan 

secara profesional 

berdasarkan 

standar 

pemeriksaan dan 

undang-undang 

perpajakan. 

(Widati et al., 

2022). 

1. Menguji 

kepatuhan 

kewajiban 

perpajakan. 

2. Pemeriksaan 

rutin perlu 

dilakukan 

dalam rangka 

pengawasan 

3. Pemeriksaan 

pajak 

dilakukan agar 

tidak terjadi 

kecurangan 

dalam 

meimbayar 

pajak 

4. Pemeriksaan 

khusus perlu 

dilakukan 

apabila adanya 

dengan 

tindakan 

(Tantri, 

2019) 

(Milki, 

2023) 

(Heiru, 

2018) 

 

Likert 
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Variabeil Deifinisi 

Opeirasional 

Indikator  Sumbeir  Skala 

pidana. 

5. Pembinaan dan 

penyuluhan 

perlu 

dilakukan. 

6. Penyampaikan 

SPT dengan 

benar. 

7. Mendorong 

wajib pajak 

untuk 

membayar 

pajak dengan 

jujur. 

8. Pemeriksaan 

bukan untuk 

mencari 

kesalahan 

wajib pajak. 

 

Penagihan 

Pajak (X2) 

Menurut (Masril, 

2021). Penagihan 

pajak adalah 

serangkaian 

tindakan agar 

penanggung pajak 

melunasi utang 

pajak dan biaya 

penagihan pajak 

dengan menegur 

1. Penerbitan 

surat teguran 

dan sejenisnya 

agar 

penanggung 

pajak melunasi 

utang pajaknya. 

2. Tunggakan 

Pajak 

3. Surat ketetapan 

(Rano, 

2017) 

(Zulkifli, 

2022) 

 

Likert 
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Variabeil Deifinisi 

Opeirasional 

Indikator  Sumbeir  Skala 

atau 

memperingatkan, 

melaksanakan 

penagihan 

seketika dan 

sekaligus, 

memberitahukan 

surat paksa, 

mengusulkan 

pencegahan, 

melaksanakan 

penyitaan, 

melaksanakan 

penyanderaan, 

menjual barang 

yang disita. 

pajak 

4. Surat tagihan 

pajak 

5. Tahapan 

penagihan 

pajak 

Tunggakan 

Pajak Bumi 

dan 

Bangunan 

(X3) 

Menurut Undang-

Undang No 6 

Tahun 2016 

tunggakan pajak 

adalah jumlah 

pokok pajak yang 

belum dilunasi 

berdasarkan Surat 

Tagihan Pajak 

yang di dalamnya 

terdapat pokok 

pajak yang 

terutang, Surat 

Ketetapan Pajak 

1. Besar dan lama 

tunggakan 

pajak. 

2. Ketepatan 

waktu dalam 

membayar 

pajak. 

 

(Dara, 

2021) 

(Anisa, 

2022) 

(Desti, 

2020) 

Likert 



 
 

61 
 

Variabeil Deifinisi 

Opeirasional 

Indikator  Sumbeir  Skala 

Kurang Bayar, 

Surat Ketetapan 

Pajak Kurang 

Bayar Tambahan, 

Surat Keiputusan 

Pembetulan, Surat 

Keputusan 

Keberatan, 

Putusan Banding, 

dan Putusan 

Peninjauan 

Kembali, yang 

menyebabkan 

jumlah pajak yang 

masih harus 

dibayar bertambah 

termasuk pajak 

yang seharusnya 

tidak 

dikembalikan. 

Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) 

yaitu pajak atas 

bumi dan dan atau 

bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, 

dan atau 

dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau 

badan kecuali 



 
 

62 
 

Variabeil Deifinisi 

Opeirasional 

Indikator  Sumbeir  Skala 

kawasan yang 

digunakan untuk 

usaha perkebunan, 

perhutanan dan 

pertambangan 

(Mardiasmo,2019) 

Penerimaan 

Pajak (Y) 

Penerimaan Pajak 

merupakan semua 

penerimaan 

negara yang terdiri 

dari pajak dalam 

negeri dan pajak 

perdagangan 

internasional 

(Suryadi, 2019). 

1. Peran 

penerimaan 

pajak sangat 

penting. 

2. Peningkatan 

penerimaan 

pajak 

memegang 

peranan 

strategis 

karena akan 

meningkakan 

kemandirian 

pembiayaan 

pemerintah. 

3. Pajak yang 

dipayar dapat 

digunakan 

untuk 

menunjang 

pembangunan 

negara. 

4. Pajak 

merupakan 

(Tantri, 

2019), 

(Sherly, 

2019), 

(Savira, 

2023) 

Likert 
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Variabeil Deifinisi 

Opeirasional 

Indikator  Sumbeir  Skala 

salah satu 

sumber 

penerimaan 

negara 

terbesar. 

5. Perlu berbagai 

upaya agar 

penerimaan 

disektor pajak 

semakin 

meningkat. 

6. Kerjasama 

fiskus dan 

wajib pajak 

diperlukan 

dalam 

meningkatkan 

penerimaan 

pajak dimasa 

depan. 

7. Target dan 

realisasi 

penerimaan 

pajak yang 

dapat dijadikan 

objek 

penelitian, 

untuk melihat 

jumlah 

realisasi 
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Variabeil Deifinisi 

Opeirasional 

Indikator  Sumbeir  Skala 

penerimaan 

pajak setiap 

tahunnya 

8. Naik turunnya 

tarif pajak 

berdampak 

pada 

penerimaan 

pajak  

9. Kebijakan dan 

sanksi pajak 

membuat 

penerimaan 

pajak 

meningkat 

Sumbeir: Peineilitian Teirdahulu (2023) 

3.6 Teknik Analisis Data 

Peineilitian ini meinggunakan teiknik analisis data uji Modeil 

Peirsamaan Struktur (Struktural EIquation Modeiling/ SEIM) deingan 

peindeikatan alteirnatis Patial Leiast Squarei (PLS). Struktural EIquation 

Modeiling/ SEIM adalah seibuah teiknik statistic yang bisa meinganalisis pola 

hubungan antara konstruk latein deingan indikatornya, konstruk latein yang 

satu deingan lainnya, seirta keisalahan peingukuran seicara langsung. (Putlely 

et al., 2021). 

Meinurut (Rahmad eit al, 2017) SEIM meimiliki seibuah keiunggulan 

dalam meilakukan analisis jalur deingan variabeil latein. Adapun aplikasi 
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yang digunakan untuk meinganalisis data ini adalah SmartPLS 4. Meinurut 

(Muhson, 2022) adapun keileibihan dari SmartPLS ini yaitu meinguji 

hubungan antara variabeil, jumlah sampeil yang dibutuhkan dalam 

meinganalisis reilativei keicil, dan tidak harus meimiliki distribusi normal 

kareina itu, SmartPLS meinggunakan meitodei peinggandaan seicara acak. 

Oleih kareina itu, asumsi normalitas tidak akan meinjadi masalah bagi PLS, 

dan mampu meinguji SEIM deingan skala indikator yang beirbeida dalam 

satu modeil. 

3.7  Model Pengukuran (Outer Model) 

Tahap peirtama dalam meingeivaluasi modeil adalah eivaluasi modeil 

peingukuran (Out Modeil). Out modeil adalah modeil peingukuran untuk 

meinilai validitas dan reiliabilitas modeil.  

3.7.1  Uji Validitas  

a. Conveirgeint Validity  

Nilai conveirgein yaitu nilai loading faktor pada variabeil latein deingan 

indikator-indikatornya. Nilai conveirgein dilakukan untuk meingukur 

instrumein pada kueisioneir peineilitian, apakah dapat digunakan untuk 

meingukur apa yang heindaknya diukur. Conveirgein validity dinilai dari 

koreilasi antara skor atau komponein deingan construct skor yang bisa 

dilihat dari loading faktor meinggambarkan beisarnya koreilasi antara 

iteim peingukuran atau indikator konstruknya. Indikator dinyatakan 

reiliabeil apabila nilai loading faktor harus leibih dari 0.7 (Arya Pering, 

2020). 
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3.7.2  Uji Reiliabilitas  

Dalam PLS-SEIM juga dilakukan peingujian reiliabilitas. Tujuannya 

untuk meimbuktikan akurasi, konsisteinsi, dan keiteipatan instrumeint dalam 

meingukur konstruk. Dalam peingukuran reiliabilitas suatu konstruk deingan 

indikator reifleiktif dapat dilakukan deingan dua cara. Namun, yang teipat 

untuk digunakan yaitu Compositei Reiliabilitas kareina jika meinggunakan 

Cronbach’s Alpha akan meimbeirikan nilai yang leibih reindah (Solling 

Rahmad H & Suhardi M Anwar, 2017: 42). Rulei of Thumb nya adalah 

nilai Compositei Reiliabilitas harus leibih beisar dari 0.70. 

3.7.3 Uji Multicollineiarity 

Tujuan uji Multicollineiarity adalah untuk meinguji apakah didalam 

suatu modeil reigreisi diteimukan adanya koreilasi tinggi atau seimpurna antar 

variabeil indeipeindein. Peingujian bisa dilihat dari nilai toleiransi variancei 

inflation factors (VIF). Adapun kriteiria uji multikolineiaritas ini adalah 

seibagai beirikut: 

1. Jika nilai VIF < 10 atau nilai toleirancei > 0,01, maka bisa dipastikan 

tidak teirjadi multikolineiaritas. 

2. Jika nilai VIF > 10 atau nilai toleirancei < 0,01, maka bisa dipastikan 

teirjadi multikolineiaritas. 

3. Jika koeifisiein koreilasi seitiap variabeil beibas > 0,8 itu teirjadi 

multikolineiaritas, jika koeifisiein seitiap koreilasi variabeil beibas < 0,8 

maka tidak teirjadi multikolineiaritas. 
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3.9 Model Struktural (Inner Model) 

Langkah keidua dalam eivaluasi modeil adalah eivaluasi modeil 

structural (inneir modeil). Inneir modeil adalah modeil struktural yang 

meinghubungkan antara variabeil latein. Beirdasarkan nilai koeifisiein jalur 

untuk meilihat seibeirapa beisar peingaruh antara variabeil latein dan 

peirhitungan bootstrapping. (Solling Rahmad H & Suhardi M Anwar, 

2017: 116). Modeil Structural ini mampu meinggambarkan hubungan 

antara variabeil latein seisuai substantivei teiori. Komponein yang meinjadi 

kriteiria dalam peineilitian modeil struktur yaitu nilai R-Squarei dan 

Siknifikansi.  

3.9.1  R- Square (Koefisien Determinan) 

Nilai R-Squarei digunakan untuk meingukur tingkat variasi 

peirubahan variabeil indeipeindein teirhadap variabeil deipeindein. Niali R-

Squarei teirdiri dari 0.75 yang diartikan seibagai modeil kuat, 0.50 diartikan 

seibagai modeiratei dan 0.25 diartikan seibagai leimah.  

3.9.2  Uji Hipoteisis 

Peingujian hipoteisis beirtujuan untuk meingeitahui ada tidaknya 

peingaruh antara variabeil beibas teirhadap variabeil teirikat yang dilakukan 

seicara seindiri-seindiri (Masril, 2021). Signifikansi (uji hipoteisis) dapat 

diteirima atau signifikan apabila nilai T-Statistic > 1,96 atau T-Valuei untuk 

path coeifficieint nilainya < 0,05 (Rahmad Solling H & Suhardi M Anwar, 

2017: 43). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Beirdasarkan peineilitian yang teilah peineiliti lakukan deingan judul 

“Peingaruh peimeiriksaan pajak, peinagihan pajak seirta tunggakan pajak bumi 

dan bangunan teirhadap peineirimaan pajak” dapat ditarik keisimpulan: 

1. Variabeil peimeiriksaan pajak (X1) deingan variabeil peineirimaan pajak (Y) 

adalah signifikan deingan nilai T-statistik 3.088 (>1,96) dan P valueis nya 

0.002 (< 0,05) yang meinunjukkan bahwa peimeiriksaan pajak 

beirpeingaruh teirhadap peineirimaan pajak. 

2. variabeil peinagihan pajak (X2) deingan variabeil peineirimaan pajak (Y) 

adalah signifikan deingan T-statistic 2.956 (>1,96) deingan P Valueis nya 

0.003 (< 0,05) yang meinunjukkan bahwa peinagihan pajak beirpeingaruh 

teirhadap peineirimaan pajak. 

3. Variabeil tunggakan pajak bumi dan bangunan (X3) deingan variabeil 

peineirimaan pajak (Y) adalah tidak signifikan deingan T-statistic 1.307 

(>1,96) deingan P valuei nya 0.191 (<0,05) yang meinunjukkan bahwa 

tunggakan pajak bumi dan bangunan tidak beirpeingaruh teirhadap 

peineirimaan pajak.  

5.2 Saran  

Beirdasarkan hasil keisimpulan diatas pada peineilitian ini, teirdapat 

beibeirapa saran yang dapat peineiliti sampaikan yaitu seibagai beirikut: 
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1. Saran untuk Kantor Badan Peindapatan Daeirah Kabupatein Karimun agar 

leibih meiningkatkan sosialisi teirhadap wajib pajak teintang peirpajakan 

dan keidisiplinan dalam meimbayar pajak agar keisadaran masyarakat 

dalam meimbayar pajak agar leibih meiningkat.  Keimudian, 

meiningkatkan kompeiteinsi peigawai agar peinyeileisaian tugas dapat 

optimal seirta meingeivaluasi keimbali proseidur peinyampaian surat 

teiguran yang tidak mampu meincapai targeit yang teilah diteintukan. 

2. Saran bagi peineiliti seilanjutnya, meilihat hasil R Squarei dalam peineilitian 

ini yang dapat dikatakan hasinya masih reindah deingan artian masih 

teirdapat banyak variabeil lain yang meimiliki peingaruh. Peineiliti 

seilanjutnya dapat meingganti variabeil yang peineiliti gunakan dalam 

peineilitian ini deingan variabeil beibas lainnya seipeirti, keiwajiban 

keipeimilikan NPWP, tarif pajak, kualitas informasi dan lain seibagainya.  
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Lampiran 1 

JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARIMUN 

Jenis 

Pajak 

Daerah 

Tahun 

2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 % 

Pajak 

Hotel 
7.621.078.195 2,76% 3.057.111.761 1,50% 1.670.916.861 0,55% 3.801.760.791 1,28% 7.496.366.089 2,53% 

Pajak 

Restoran 
5.642.148.204 2,04% 4.449.327.415 2,18% 5.122.079.308 1,68% 6.197.774.342 2,09% 7.547.908.683 2,54% 

Pajak 

Hiburan 
2.047.538.665 0,74% 928.867.403 0,45% 682.631.619 0,22% 1.292.379.805 0,44% 1.624.665.752 0,55% 

Pajak 

Reklame  
1.683.616.292 0,61% 1.219.097.165 0,60% 1.377.663.213 0,45% 1.490.258.640 0,50% 1.375.918.282 0,46% 

Pajak 

Peneranga

n Jalan 

Umum 

15.943.546.026 5,77% 16.182.163.308 7,92% 16.249.008.480 5,33% 17.134.728.523 5,78% 18.251.519.618 6,15% 

Pajak Air 

Tanah 
84.416.780 0,03% 74.094.235 0,04% 66.560.498 0,02% 69.715.216 0,02% 87.625.014 0,03% 

Pajak 

Sarang 

Burung 

Walet 

37.600.000 0,01% 41.008.000 0,02% 35.256.000 0,01% 40.992.000 0,01% 40.016.000 0,01% 
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Jenis 

Pajak 

Daerah 

Tahun 

2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 % 

Pajak 

Mineral 

Bukan 

Logam 

dan 

Batuan  

225.327.887.182 81,50% 158.832.568.165 77,77% 255.774.671.221 83,95% 236.805.434.168 79,87% 250.336.125.000 84,38% 

Bea 

Perolehan 

Hak Atas 

Tanah & 

Bangunan  

7.387.670.667 2,67% 10.954.865.460 5,36% 15.477.260.472 5,08% 19.572.387.772 6,60% 9.901.390.178 3,34% 

Pajak 

Bumi dan 

Bangunan 

10.690.918.190 3,87% 8.487.992.945 4,16% 8.227.654.527 2,70% 10.085.656.601 3,40% 18.048.942 0,01% 

Sumber:  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun (2023)
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Lampiran 2 

Pernyataan Kuesioner Penelitian 

 

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner 

 

Yth. Bapak/Ibu Responden  

Di Tempat 

Dengan Hormat,  

 Sehubungan dengan tugas akhir program studi S1 Akuntansi di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, peneliti bermaksud untuk 

menyusun skripsi mengenai “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, 

Serta Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak”. Maka 

peneliti memerlukan data sesuai dengan judul tersebut. Saya yang bertanda tangan 

dibawah ini:  

Nama  : Ayu Anjani 

Nim  : 12070320709 

Prodi/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) 

Riau 

 Peneliti menyadari sepenuhnya, kehadihan kuesioner ini sedikit banyak 

akan mengganggu aktivitas Bapak/Ibu/Saudara/i yang sangat padat. Namun 

demikian dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya 

Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. 

Sesuai dengan etika penelitian data yang saya peroleh akan dijaga kerahasiaannya 

dan digunakan semata mata untuk penelitian ini.  

Hormat Saya, 

 

Ayu anjani
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KUESIONER 

BAGIAN I 

Profil Data Responden 

1. Nama    : 

2. Jenis Kelamin     : (   ) Laki-laki (   ) Perempuan 

3. Alamat     : 

4. Memiliki Latar Belakang Akuntansi : 

5. Usia    :                   /Tahun 

a. 21-25 Tahun 

b. 26-30 Tahun  

c. 31-35 Tahun 

d. 36-40 Tahun 

e. > 40 Tahun 

6. Pendidikan Terakhir     : (   ) SD (   ) S1 

      (   )SLTP (   ) S2 

      (   ) SLTA (   ) S3 

 

 

 

 

 

 

TTD Responden 

 

 

__________ 
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BAGIAN II 

KRITERIA PENILAIAN 

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk memberikan jawaban atas pernyataan yang 

ada sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i pahami terkait pemeriksaan 

pajak, penagihan pajak, tunggakan PBB, dan Penerimaan pajak. Pada bagian ini 

beri tanda ceklis (✔) pada salah satu jawaban yang akan menunjukkan jawaban 

responden dan berikut keterangannya:  

SS : Sangat Setuju = 4 

S : Setuju  = 3 

TS : Tidak Setuju  = 2 

STS : Sangat Tidak Setuju = 1 

 

A. Pemeriksaan Pajak (X1) 

No Pernyataan   SS   S  TS STS 

1. Pemeriksaaan pajak perlu dilakukan untuk 

menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. 
    

2. Pemeriksaan rutin perlu dilakukan dalam 

rangka pengawasan terhadap wajib pajak. 
    

3. Saya takut terkena pemeriksaan apabila saya 

melakukan kecurangan dalam pembayaran 

pajak. 

    

4. Pembinaan dan penyuluhan perlu dilakukan 

bagi wajib pajak yang di periksa. 
    

5. Pemeriksaan khusus dilakukan apabila 

adanya dugaan melakukan tindakan pidanan 

dibidang perpajakan 

    

6. Saya menyampaikan SPT tahunan dengan 

benar. 
    

7. Pemeriksaan mendorong wajib pajak untuk 

membayar pajak dengan jujur. 
    

8. Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan 

wajib pajak. 
    

Sumber: (Tantri, 2019), (Milki, 2023), (Heru, 2018) 
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B. Penagihan Pajak (X2) 

No Pernyataan  SS   S TS STS 

1. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain 

yang sejenis diterbitkan untuk menegur atau 

memperingatkan kepada wajib pajak untuk 

melunasi utang pajaknya. 

    

2. Wajib pajak yang melakukan tunggakan 

pajak harus dilakukan penagihan. 
    

3. Saya tidak pernah memiliki tunggakan 

pembayaran pajak. 
    

4. Saya selalu membayar pajak sesuai dengan 

jumlah yang telah ditetapkan pada Surat 

Ketetapan Pajak. 

    

5. Saya tidak pernah mendapat surat tagihan 

pajak. 
    

6. Surat teguran dilayangkan kepada wajib 

pajak sampai tanggal jatuh tempo. 
    

Sumber: (Rano, 2017), (Zulkifli, 2022) 

 

C. Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (X3) 

No Pernyataan  SS   S TS STS 

1. Saya tidak melakukan penunggakan dalam 

membayar pajak. 
    

2. Saya membayar pajak sesuai dengan tarif 

yang dibebankan. 
    

3. Saya membayar pajak yang terutang tepat 

pada waktunya. 
    

4. Saya membayar Tunggakan Pajak tanpa 

paksaan dari manapun. 
    

5. Saya selalu membayar pajak lewat dari 

tanggal jatuh tempo. 
    

6. Saya tidak pernah ingat untuk membayar 

pajak. 
    

7. Surat teguran yang diberikan efektif 

mempercepat pembayaran tunggakan pajak. 
    

8. Surat teguran membuat para wajib pajak 

yang menunggak pajak semakin patuh 

membayar pajak pada periode berikutnya. 

    

Sumber: (Dara, 2021), (Anisa, 2022), (Desti, 2020) 
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D. Penerimaan Pajak (Y) 

No Pernyataan  SS   S TS STS 

1. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi 

pembangunan negara. 
    

2. Peningkatan penerimaan pajak memegang 

peranan strategis untuk meningkatan 

kemandirian pembayaran negara. 

    

3. Pajak yang saya bayarkan dapat digunakan 

untuk menunjang pembangunan negara. 
    

4. Pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan negara terbesar. 
    

5. Perlunya berbagai upaya agar penerimaan 

disektor pajak semakin meningkat. 
    

6. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan 

dalam meningkatan penerimaan pajak dimasa 

depan. 

    

7. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh 

pemerintah dan aparat pajak merupakan hal 

yang bertujuan untuk mengoptimalkan 

penerimaan pajak.  

    

8. Penurunan tarif pajak akan meningkatkan 

penerimaan pajak jika wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakannya 

    

9. Menaikkan tarif pajak akan meningkatkan 

penerimaan pajak. 
    

10. Kurangnya kedisiplinan wajib pajak dalam 

melaporkan kewajiban perpajakannya 

membuat penerimaan pajak rendah dan tidak 

mencapai target. 

    

11. Sanksi pajak yang berat akan membuat wajib 

pajak membayar kewajiban pajaknya tepat 

waktu dan penerimaan pajak semakin 

meningkat. 

    

12. Penundaan pembayaran dan pengurangan 

pajak dapat merugikan negara. 
    

Sumber: (Tantri, 2019), (Sherly, 2019), (Savira, 2023) 
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Lampiran 3 

Tabulasi Data Pemeriksaan Pajak 

NO 

Tabulasi Data 

Jlh Pemeriksaan Pajak 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 

R. 1 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

R. 2 3 4 4 3 3 4 4 3 28 

R. 3 3 3 4 3 3 3 3 3 25 

R. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 5 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

R. 6 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 7 4 3 4 4 4 4 4 4 31 

R. 8 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 10 4 3 4 4 3 4 4 4 30 

R. 11 3 3 4 3 3 3 3 3 25 

R. 12 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 13 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 14 3 3 3 3 3 3 3 4 25 

R. 15 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 16 3 3 3 3 3 4 3 4 26 

R. 17 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 18 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 19 3 3 3 3 3 3 4 3 25 

R. 20 3 3 3 3 3 3 3 4 25 

R. 21 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 22 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 23 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 25 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 26 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 27 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 28 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 29 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

R. 30 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 31 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 32 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 33 3 3 4 3 3 3 3 3 25 

R. 34 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
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NO 

Tabulasi Data 

Jlh Pemeriksaan Pajak 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 

R. 35 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 36 4 3 4 3 3 3 3 3 26 

R. 37 3 3 3 4 3 3 3 4 26 

R. 38 3 4 4 3 3 3 3 3 26 

R. 39 3 4 4 3 3 3 3 3 26 

R. 40 4 3 4 4 4 4 4 4 31 

R. 41 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

R. 42 4 3 4 4 4 4 4 4 31 

R. 43 3 4 4 4 3 3 3 4 28 

R. 44 4 3 4 4 4 4 4 4 31 

R. 45 4 3 4 4 4 3 3 4 29 

R. 46 3 3 4 4 3 4 4 4 29 

R. 47 3 4 4 3 3 4 4 3 28 

R. 48 3 3 3 3 4 4 3 3 26 

R. 49 4 3 3 4 3 3 3 3 26 

R. 50 4 4 4 4 3 3 3 3 28 

R. 51 4 4 4 4 4 3 3 4 30 

R. 52 4 4 4 4 3 4 3 4 30 

R. 53 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

R. 54 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

R. 55 3 3 4 3 3 3 3 3 25 

R. 56 4 4 4 4 3 4 3 4 30 

R. 57 3 3 4 3 3 4 3 3 26 

R. 58 4 3 4 3 3 4 3 3 27 

R. 59 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

R. 60 4 4 4 4 4 4 3 4 31 

R. 61 4 4 4 4 4 3 4 4 31 

R. 62 4 4 4 4 3 3 3 4 29 

R. 63 4 4 4 4 4 4 4 3 31 

R. 64 3 4 3 3 3 4 3 3 26 

R. 65 4 4 4 4 4 3 4 3 30 

R. 66 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 67 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 68 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 69 4 3 3 3 3 3 4 3 26 

R. 70 4 4 4 3 3 4 4 4 30 
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NO 

Tabulasi Data 

Jlh Pemeriksaan Pajak 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 

R. 71 4 4 3 3 4 4 3 3 28 

R. 72 3 3 4 3 4 4 4 4 29 

R. 73 4 4 3 4 4 4 3 4 30 

R. 74 3 3 4 4 3 4 4 4 29 

R. 75 4 4 4 4 3 4 3 4 30 

R. 76 4 4 4 4 4 4 3 3 30 

R. 77 3 3 3 3 3 3 4 4 26 

R. 78 3 3 4 4 4 4 4 4 30 

R. 79 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 80 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 81 3 3 4 3 3 3 3 4 26 

R. 82 4 4 4 4 3 4 3 3 29 

R. 83 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

R. 84 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 85 4 4 4 3 3 4 4 4 30 

R. 86 3 3 3 3 3 3 4 4 26 

R. 87 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 88 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

R. 89 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 90 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

R. 91 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 92 3 4 4 3 3 3 3 3 26 

R. 93 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 94 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 95 4 4 4 4 4 3 3 3 29 
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Lampiran 4 

Tabulasi Data Penagihan Pajak 

NO 

Tabulasi Data  

Jlh  

  
Penagihan Pajak 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 

R. 1 4 3 3 3 3 3 19 

R. 2 4 3 4 4 3 3 21 

R. 3 3 3 4 3 3 3 19 

R. 4 4 4 4 4 4 4 24 

R. 5 4 4 4 4 4 4 24 

R. 6 3 4 4 4 3 4 22 

R. 7 3 3 3 3 3 3 18 

R. 8 3 3 3 3 3 4 19 

R. 9 3 3 3 3 3 3 18 

R. 10 4 4 4 4 4 4 24 

R. 11 3 3 3 3 3 3 18 

R. 12 3 3 3 3 3 4 19 

R. 13 3 3 3 3 3 3 18 

R. 14 3 3 3 3 3 3 18 

R. 15 3 3 3 3 3 4 19 

R. 16 3 3 3 3 3 4 19 

R. 17 3 3 3 3 3 3 18 

R. 18 3 3 3 3 3 3 18 

R. 19 3 3 3 3 3 4 19 

R. 20 3 3 3 3 3 3 18 

R. 21 3 3 3 3 3 3 18 

R. 22 3 3 3 3 2 3 17 

R. 23 3 3 3 3 2 3 17 

R. 24 3 3 3 3 2 3 17 

R. 25 3 3 3 3 3 3 18 

R. 26 3 3 3 3 2 3 17 

R. 27 3 3 3 3 2 3 17 

R. 28 3 3 3 3 2 2 16 

R. 29 3 3 3 3 3 3 18 

R. 30 3 3 3 3 2 2 16 

R. 31 3 3 3 3 2 3 17 

R. 32 3 3 3 3 2 2 16 

R. 33 3 3 3 3 3 3 18 

R. 34 3 3 3 3 2 3 17 
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NO 

Tabulasi Data  

Jlh  

  
Penagihan Pajak 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 

R. 35 3 3 3 3 2 2 16 

R. 36 3 3 3 3 2 3 17 

R. 37 3 3 3 3 2 2 16 

R. 38 3 3 3 3 2 2 16 

R. 39 3 3 3 3 2 2 16 

R. 40 3 4 3 3 3 4 20 

R. 41 4 4 3 3 3 4 21 

R. 42 4 3 3 3 3 4 20 

R. 43 3 3 3 3 3 3 18 

R. 44 4 3 3 3 3 4 20 

R. 45 4 4 3 3 3 4 21 

R. 46 3 3 3 3 3 3 18 

R. 47 4 4 4 4 4 3 23 

R. 48 4 4 4 3 4 4 23 

R. 49 4 4 4 3 4 4 23 

R. 50 3 3 4 3 4 4 21 

R. 51 3 3 3 3 3 3 18 

R. 52 4 4 3 3 3 4 21 

R. 53 3 3 3 3 3 3 18 

R. 54 4 4 4 4 4 4 24 

R. 55 3 3 3 3 3 3 18 

R. 56 4 4 4 4 4 4 24 

R. 57 3 4 3 3 3 3 19 

R. 58 3 3 4 4 3 4 21 

R. 59 4 4 3 4 3 4 22 

R. 60 3 3 4 4 4 4 22 

R. 61 3 3 4 3 2 4 19 

R. 62 3 3 3 3 3 4 19 

R. 63 3 3 3 4 3 4 20 

R. 64 3 3 3 3 3 4 19 

R. 65 3 3 3 3 3 3 18 

R. 66 3 3 3 3 3 4 19 

R. 67 4 4 4 4 3 4 23 

R. 68 3 3 3 3 3 4 19 

R. 69 3 3 3 4 3 3 19 

R. 70 4 3 4 4 4 4 23 
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NO 

Tabulasi Data  

Jlh  

  
Penagihan Pajak 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 

R. 71 4 4 3 3 3 4 21 

R. 72 4 3 4 4 4 4 23 

R. 73 3 3 3 3 3 4 19 

R. 74 4 4 3 4 3 4 22 

R. 75 4 4 4 3 3 4 22 

R. 76 3 3 3 4 3 4 20 

R. 77 4 4 3 4 3 4 22 

R. 78 3 4 3 3 3 4 20 

R. 79 4 4 4 4 4 4 24 

R. 80 4 4 4 4 3 4 23 

R. 81 3 3 3 3 3 3 18 

R. 82 3 3 3 3 3 4 19 

R. 83 4 3 4 4 4 4 23 

R. 84 4 4 4 3 4 4 23 

R. 85 3 4 4 4 4 4 23 

R. 86 3 4 4 4 4 4 23 

R. 87 4 4 4 3 4 4 23 

R. 88 4 4 4 3 3 4 22 

R. 89 3 4 3 3 3 3 19 

R. 90 4 4 4 4 3 4 23 

R. 91 3 3 4 3 4 4 21 

R. 92 3 3 3 3 4 3 19 

R. 93 4 4 4 4 4 4 24 

R. 94 3 3 3 3 3 3 18 

R. 95 3 3 3 3 3 3 18 
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Lampiran 5 

Tabulasi Data Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan 

NO 

Tabulasi Data 

Jlh Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 

R. 1 4 4 4 4 4 3 4 4 31 

R. 2 4 4 4 4 4 3 4 4 31 

R. 3 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 4 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 5 4 4 4 4 4 3 4 4 31 

R. 6 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 7 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 8 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 9 3 3 3 3 3 3 4 4 26 

R. 10 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 11 3 3 3 3 3 3 3 4 25 

R. 12 3 3 3 4 3 3 3 3 25 

R. 13 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 14 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 15 3 3 3 3 3 2 3 3 23 

R. 16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 17 3 3 3 4 3 3 4 3 26 

R. 18 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

R. 19 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 20 3 3 3 4 3 3 4 4 27 

R. 21 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

R. 22 4 3 3 3 2 2 4 4 25 

R. 23 4 4 4 4 2 2 4 4 28 

R. 24 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

R. 25 4 4 3 4 2 2 4 4 27 

R. 26 4 3 3 4 2 2 4 4 26 

R. 27 4 3 3 3 3 2 3 3 24 

R. 28 4 3 3 3 2 2 4 3 24 

R. 29 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 30 4 3 3 3 2 3 3 4 25 

R. 31 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 32 3 3 3 3 2 2 3 3 22 

R. 33 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

R. 34 3 3 3 3 2 2 4 4 24 
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NO 

Tabulasi Data 

Jlh Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 

R. 35 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 36 3 4 3 3 2 2 3 3 23 

R. 37 4 4 4 4 2 2 4 4 28 

R. 38 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 39 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 40 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 41 4 4 4 4 2 3 4 4 29 

R. 42 4 4 4 4 3 2 4 4 29 

R. 43 3 4 3 4 2 2 3 3 24 

R. 44 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 45 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 46 3 4 3 4 2 2 3 3 24 

R. 47 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 48 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 49 3 4 3 4 3 3 4 4 28 

R. 50 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 51 3 4 3 3 3 3 3 3 25 

R. 52 4 4 4 4 4 3 4 4 31 

R. 53 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

R. 54 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

R. 55 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

R. 56 4 4 4 4 4 3 4 4 31 

R. 57 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

R. 58 4 4 4 3 3 3 3 4 28 

R. 59 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 60 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 61 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 62 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 63 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

R. 64 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 65 4 4 4 4 4 3 4 4 31 

R. 66 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 67 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

R. 68 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 69 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 70 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
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NO 

Tabulasi Data 

Jlh Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 

R. 71 4 4 4 4 4 3 4 4 31 

R. 72 4 4 4 4 4 3 4 4 31 

R. 73 4 4 4 4 4 3 4 4 31 

R. 74 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 75 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

R. 76 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 77 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 78 4 4 4 4 4 3 4 4 31 

R. 79 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 80 4 4 4 4 4 3 4 4 31 

R. 81 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 82 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 83 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 84 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 85 4 4 4 4 4 3 4 4 31 

R. 86 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 87 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 88 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 89 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 90 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 91 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 92 4 4 3 4 4 4 4 4 31 

R. 93 4 4 3 4 4 4 4 4 31 

R. 94 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

R. 95 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
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Lampiran 6 

Tabulasi Data Penerimaan Pajak 

NO 

Tabulasi Data 

Jlh Penerimaan Pajak 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 

R. 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 

R. 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 46 

R. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 6 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47 

R. 7 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 47 

R. 8 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 46 

R. 9 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 39 

R. 10 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 

R. 11 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 39 

R. 12 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 

R. 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 37 

R. 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

R. 15 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 

R. 16 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 

R. 17 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 47 

R. 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

R. 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

R. 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 21 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47 

R. 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 38 

R. 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 37 

R. 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 37 

R. 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 37 

R. 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 38 

R. 27 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47 

R. 28 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 46 

R. 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

R. 30 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 

R. 31 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 47 

R. 32 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 39 

R. 33 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 

R. 34 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 39 
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NO 

Tabulasi Data 

Jlh Penerimaan Pajak 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 

R. 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 37 

R. 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

R. 37 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 

R. 38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

R. 39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

R. 40 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 

R. 41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 43 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 37 

R. 44 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 47 

R. 45 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 47 

R. 46 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 46 

R. 47 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 41 

R. 48 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 44 

R. 49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 50 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 47 

R. 51 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 47 

R. 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 53 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 45 

R. 54 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 47 

R. 55 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 

R. 56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 57 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 47 

R. 58 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 47 

R. 59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 60 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47 

R. 61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 62 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47 

R. 63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 64 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 46 

R. 65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 67 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 47 

R. 68 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 

R. 69 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 47 

R. 70 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 47 
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NO 

Tabulasi Data 

Jlh Penerimaan Pajak 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 

R. 71 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 40 

R. 72 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 47 

R. 73 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 47 

R. 74 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 47 

R. 75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 76 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47 

R. 77 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 47 

R. 78 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 47 

R. 79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 81 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 47 

R. 82 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 

R. 83 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 

R. 84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 86 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 47 

R. 87 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 

R. 88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 89 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 47 

R. 90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 91 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 

R. 92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

R. 95 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
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Lampiran 7 

Outer Loading 
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Lampiran 8 

Nilai Discriminant Validity (Cross Loading) 
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Lampiran 9 
 

Composite Reliability dan Avarage Variance Extracted 

 

 

Lampiran 10 

Collinearity Statistics 

 

 

Lampiran 11 

Model Struktural 
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Lampiran 12 

Nilai R-Square 

 

 

Lampiran 13 

Result For Inner Weights  
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Lampiran 14 

 

DOKUMENTASI 
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